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ABSTRAK 

 

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan (field research) 

dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Terhadap Jasa Laundry Sepatu “Janji Bersih”” . Penelitian ini dilakukan 

untuk menjawab rumusan masalah: 1) Bagaimana praktik jasa Laundry sepatu 

di Laundry sepatu “janji bersih”? 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan 

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik jasa Laundry sepatu 

di Laundry sepatu “janji bersih”?. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang pengumpulan 

sumber data dilakukan dengan wawancara kepada pihak Laundry dan 

pelanggan serta dokumentasi yang dilakukan pada pamflet yang berisi layanan, 

syarat ketentuan dan fasilitas Laundry. Kemudian data tersebut dianalisis 

dengan metode analisis deskriptif dengan pola berpikir induktif, yaitu 

menganalisis praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih” yang bersifat khusus 

dengan hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) pada praktik jasa 

Laundry sepatu yang terjadi di Laundry sepatu “janji bersih” pelanggan datang 

yang datang untuk mencucikan sepatunya terlebih dahulu memilih layanan yang 

sesuai. Pencucian dan perawatan sepatu dilakukan dengan manual yang 

bertujuan untuk menjaga kondisi sepatu, akan tetapi dalam praktiknya pihak 

jasa Laundry melakukan kelalaian yang menyebabkan pelanggan mengalami 

kerugian. Terkait pemberian ganti rugi terhadap pelanggan yang mengalami 

kerugian akibat pihak Laundry, tidak disebutkan dalam syarat ketentuan 

Laundry dan juga tidak ada dalam kesepakatan awal, padahal ganti rugi 

merupakan hak konsumen yang menjadi tanggung jawab pihak Laundry. 2) 

Praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih” telah memenuhi rukun akad ijarah. 

Akan tetapi kelalaian yang dilakukan pihak Laundry serta tidak adanya 

kejelasan mengenai pemberian ganti rugi membuat praktik jasa Laundry sepatu 

“janji bersih” tidak memenuhi syarat sah akad ijarah sehingga akad ijarah 

menjadi tidak sah. Praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih” belum sesuai 

dengan ketentuan Pasal 4 UUPK ayat (7) dan ayat (8) yang mengatur tentang 

hak-hak konsumen. Kelalaian yang dilakukan pihak Laundry serta tidak adanya 

kesepakatan mengenai pemberian ganti rugi membuat hak konsumen untuk 

medapatkan pelayanan yang baik dan mendapatkan ganti rugi tidak terpenuhi. 

Dari hasil penelitian yang sudah dijabarkan, kedepannya pihak Laundry 

lebih memperhatikan hak-hak konsumen serta lebih berhati-hati dan teliti saat 

melakukan perawatan terhadap sepatu konsumen agar konsumen tidak kecewa 

sehingga unsur kerelaan dari pihak konsumen dapat terjaga hingga sepatu 

kembali kepada konsumen.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif dan universal, 

setiap aspek pada kehidupan manusia Agama Islam telah mengaturnya. 

Agama Islam disebut sebagai agama yang bersifat komprehensif karena 

Islam tidak hanya mengatur perihal Aqidah, Ibadah, dan Akhlak. Selain 

mengatur hubungan manusia dengan Pencipta-Nya, Islam juga mengatur 

hubungan antara manusia dengan manusia (muamalah), seperti ekonomi, 

sosial dan politik. Kemudian Agama Islam bersifat universal yang berarti 

seluruh ajaran Agama Islam berlaku dalam berbagai keadaan dan tempat 

hingga tiba waktunya hari kiamat. Muamalah merupakan salah satu ajaran 

Agama Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia 

dalam hal duniawi. Maka dari itu, Fiqh muamalah merupakan salah satu 

disiplin ilmu yang penting untuk dipelajari oleh manusia, karena Fiqh 

muamalah adalah suatu ilmu yang menjadi pedoman untuk manusia dalam 

menjalani kehidupannya di dunia. Dalam arti sempit, Fiqh muamalah 

merupakan aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia tentang 

cara mendapatkan dan mengelola harta benda. Hubungan antar manusia 

dalam hal harta dan kebendaan mencakup jual beli, hutang piutang, sewa 
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menyewa, upah mengupah, pemindahan hutang, gadai dan lain-lainnya 

yang berhubungan dengan harta kebendaan.1  

Salah satu aktivitas manusia yang berkaitan dengan harta kebendaan 

adalah sewa menyewa. Dalam Fiqh muamalah sewa menyewa dikenal 

dengan ijarah. Akad ijarah adalah bagian dari akad muʻawadhah, yaitu akad 

yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara 

material. Akad ijarah mempunyai 2 (dua) makna, mengutip dari pendapat 

Idris Ahmad pada bukunya yang berjudul Fiqh Syafii, beliau 

mendefinisikan ijarah sebagai upah-mengupah. Beliau juga menjelaskan 

tentang rukun dan syarat upah mengupah yang terdiri dari mu’jir dan 

musta’jir yaitu pemberi upah dan penerima upah.2 Lain halnya dengan 

pendapat Kamaluddin A. Marzuki, beliau mendefinisikan ijarah sebagai 

sewa-menyewa. Baik sewa maupun upah dalam bahasa arab, penyebutan 

keduanya adalah ijarah. Akan tetapi, sewa dan upah juga mempunyai 

perbedaan dalam makna secara operasional. Sewa digunakan pada kegiatan 

yang berkaitan dengan benda, seperti seorang pegawai kantor yang 

menyewa sebuah rumah, sedangkan upah digunakan pada kegiatan yang 

berkaitan dengan tenaga manusia, seperti seorang buruh cuci mendapatkan 

gajinya setiap kali ia selesai mencuci.3 

 
1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Depok: Rajawali Pers, 2017), 3. 
2 Idris Ahmad, Fiqh Syafi’i (Jakarta: Karya Indah, 1984), 139. 
3 Suhendi, Fiqh Muamalah, 113. 
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 Asal kata ijarah adalah “al-ajru” yang secara etimologi berarti “al-  

̕ iwãḍ ” yakni ganti  atau upah. Sedangkan menurut terminologi definisi 

ijarah adalah salah satu jenis akad yang mengambil manfaat atas suatu 

benda atau tenaga manusia yang mana atas manfaat tersebut terdapat 

imbalan atau upah. Dari definisi ijarah yang telah dijabarkan, akad ijarah 

mempunyai dua macam objek, ijarah yang objeknya mengambil manfaat 

dari tenaga manusia disebut dengan ijarah bil ‘amal. Sedangkan ijarah yang 

objeknya mengambil manfaat dari suatu benda disebut ijarah bil ‘manfaat. 

Mayoritas jumhur ulama memperbolehkan akad ijarah, dengan 

berlandaskan pada Al-Quran, sunah Rasulullah SAW., serta ijmak ulama. 

Berikut ada dalil Al-Quran yang memperbolehkan akad ijarah Qs al-

Baqarah ayat 233;4 

تُمْ ۗ   وَاِنْ ارََدْتُّمْ انَْ تَسْتََْضِعُوْْٓا اوَْلََدكَُمْ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآْ اٰتَ ي ْ
َ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ بَصِيْر بِ  َ وَاعْلَمُوْْٓا انََّ اللّٰٰ  وَات َّقُوا اللّٰٰ

 لْمَعْرُوْفِ 
 “Artinya:….. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 

lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS.02:233)“5 

Seiring dengan makin beragamnya kebutuhan manusia, berbagai 

macam jenis usaha mulai bermunculan dan berkembang. Salah satu sektor 

usaha yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan adalah 

sektor jasa. Sektor jasa menawarkan berbagai layanan yang dapat 

memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini 

 
4 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 189. 
5 al-Qur'an, 2:233. 
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sudah beragam bisnis jasa yang berkembang, salah satunya adalah jasa 

Laundry. Laundry merupakan bisnis jasa yang menawarkan layanan untuk 

mencucikan barang seperti baju, sepatu, seprei, selimut dan lainnya kepada 

konsumen. Laundry dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa makna 

yaitu; penatu, pakaian kotor serta cucian.6 

Jasa Laundry sepatu mulai berkembang dan dikenal masyarakat 

dalam waktu beberapa tahun terakhir, Laundry sepatu hadir untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen yang memerlukan jasa perawatan terhadap 

sepatu yang dimiliki. Selain masalah waktu, para pemilik sepatu biasanya 

menyerahkan perawatan sepatu kepada jasa Laundry untuk menghindari 

risiko kerusakan, karena setiap merek sepatu mempunyai cara yang berbeda 

dalam perawatannya, sehingga dalam hal perawatan, pemilik sepatu lebih 

mempercayakannya kepada jasa Laundry sepatu, yang dinilai lebih paham 

dan profesional dalam hal perawatan sepatu.7 

Keberadaan jasa Laundry sepatu tentunya bertujuan untuk 

memudahkan masyarakat dalam hal pencucian dan perawatan sepatu. 

Artinya memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan sudah menjadi 

kewajiban pelaku usaha Laundry sepatu kepada pelanggan mereka. Akan 

tetapi pada praktiknya, jasa Laundry sepatu terkadang melakukan suatu 

kesalahan yang tidak disengaja atau  kurang hati-hati saat mengerjakan 

 
6 Kadek Tia Yuliastari et al., “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry terhadap Kerugian 

Konsumen di Kabupaten Buleleng”, Journal Komunitas Yustisia, Vol. 1. No. 3 (2018), 229. 
7 Theo Yose Pratama Pasaribu, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Laundry Sepatu 

Atas Kelalaian Pelaku Usaha Laundry Sepatu Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Pada Usaha 

Laundry Sepatu Di Medan Johor)” (Skripsi˗˗Universitas Sumatra Utara, 2021), 5. 
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sepatu konsumen, seperti warna sepatu yang luntur, kulit sepatu yang 

mengelupas, pewarnaan sepatu yang tidak sesuai, sepatu yang dicuci masih 

terdapat noda (terutama sepatu putih). Kesalahan yang dilakukan oleh jasa 

Laundry sepatu meskipun tidak sengaja, tetap akan menimbulkan kerugian 

pada pihak konsumen (pelanggan), karena kondisi sepatu konsumen 

menjadi berubah tidak seperti saat sebelum di Laundry, seperti kulit sepatu 

mengelupas, warna sepatu luntur, sepatu yang dicuci masih meninggalkan 

noda ataupun pewarnaan sepatu yang tidak sesuai dan tentu hal tersebut 

menimbulkan kekecewaan konsumen terhadap jasa Laundry sepatu yang 

bersangkutan, karena konsumen menerima hasil Laundry yang tidak sesuai 

dengan harga yang sudah dibayarkan. Kondisi tersebut membuat hak-hak 

konsumen menjadi tidak terpenuhi.8 

Hak-hak konsumen merupakan suatu hal yang sudah seharusnya 

dipenuhi oleh pihak Laundry sepatu, karena saat pelanggan tersebut 

menyerahkan sepatu miliknya kepada pihak Laundry sepatu, maka sudah 

menjadi kewajiban penyedia jasa untuk menjaga barang tersebut untuk tetap 

dalam kondisi baik saat sampai di tangan pelanggan. Mengenai kewajiban 

penyedia jasa atau produsen sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 7 Undang 

- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi 

terkadang pelaku usaha mengabaikan kewajiban tersebut dan ada pula yang 

tidak mengetahui tentang kewajiban pelaku usaha dalam UUPK. Kondisi 

yang sama juga terjadi di pihak pelanggan sebagai konsumen, beberapa 

 
8 Nida Arifah (Konsumen Laundry), Wawancara, Sidoarjo 2 Desember 2021. 
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konsumen juga tidak mengetahui hak-hak mereka, sehingga ketika dalam 

kondisi dirugikan konsumen hanya diam serta berusaha untuk memaklumi, 

dan tidak melakukan komplain kepada pihak Laundry. Untuk itu 

pemahaman tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang 

termuat dalam undang - undang merupakan suatu hal yang penting untuk 

diketahui oleh penyedia jasa Laundry sepatu dan pelanggan jasa Laundry 

sepatu. Undang - Undang Perlindungan Konsumen merupakan seperangkat 

aturan yang diciptakan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk 

melindungi konsumen. Perlindungan konsumen menjadi suatu hal yang 

tidak dapat terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Perlindungan konsumen 

dapat menciptakan suatu hubungan ekonomi yang sehat dan ideal. 

Perlindungan konsumen merupakan regulasi yang dibutuhkan oleh semua 

konsumen dari berbagai kalangan, di Indonesia pengaturan mengenai 

perlindungan konsumen diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).9 

Keberadaan UUPK merupakan bentuk perlindungan yang diberikan 

oleh penegak hukum terhadap konsumen, termasuk pelanggan jasa Laundry 

sepatu. UUPK juga memberikan kepastian hukum kepada konsumen, 

kepastian hukum ini bertujuan untuk memberdayakan konsumen untuk 

memperoleh hak-haknya serta dapat membela dan mempertahankan hak-

hak tersebut ketika konsumen dalam keadaan yang dirugikan. Dengan 

 
9 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dab Ekonomi Syariah 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 38. 
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adanya kepastian hukum, pelanggan jasa Laundry sepatu diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran, kemampuan serta kemandiriannya untuk 

membela hak-haknya. Sehingga jika hak-hak-nya ada yang tidak terpenuhi 

seperti; sepatu yang rusak karena kelalaian pihak Laundry, sepatu yang 

dikerjakan tidak selesai tepat waktu, ataupun pelanggan tidak mendapatkan 

ganti kerugian atas kelalaian penyedia jasa, maka konsumen dapat 

melakukan komplain dan tidak hanya menerima begitu kerugian yang 

dialami, karena jika konsumen mengalami kerugian, dan  kerugian tersebut 

berasal dari hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, maka 

konsumen berhak untuk meminta ganti rugi kepada pelaku usaha. 

Berlaku jujur merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan 

muamalah. Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk 

implementasi perilaku jujur dalam bermuamalah. Berlaku jujur dalam 

bermuamalah tentu menciptakan transparansi antara produsen dan 

konsumen, dengan begitu hak dan kewajiban antara kedua belah pihak akan 

saling terpenuhi. Selain itu dengan berlaku jujur, akan menciptakan rasa 

aman dan nyaman pada pelanggan sehingga pelanggan akan secara terus 

menerus menggunakan jasa Laundry sepatu, tentu saja hal itu juga 

menguntungkan bagi penyedia jasa Laundry sepatu, karena jasanya akan 

selalu dibutuhkan. Undang-undang Perlindungan Konsumen diciptakan 

bukan untuk menghambat jalannya usaha penyedia jasa, justru keberadaan 

UUPK untuk menciptakan keadilan di antara penyedia jasa Laundry sepatu 

dan konsumen. Dengan adanya UUPK maka baik pihak pelanggan ataupun 
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penyedia jasa Laundry sepatu sama-sama diuntungkan, asalkan kedua pihak 

saling menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan UUPK. 

Menurut hukum Islam praktek jasa Laundry sepatu merupakan 

implementasi dari akad ijarah. Oleh karena itu dalam praktiknya, jasa 

Laundry sepatu harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur 

dalam akad ijarah.10 Jasa Laundry sepatu “janji bersih” merupakan penyedia 

jasa perawatan dan pencucian sepatu yang berada di Kelurahan Pabean, 

Sedati, Sidoarjo. Laundry sepatu “janji bersih” menawarkan beberapa jasa 

pencucian dan perawatan sepatu dengan paket yang berbeda. Dalam 

praktiknya, terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi 

akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak Laundry serta tidak ada 

kesepakatan mengenai pemberian ganti rugi kepada pelanggan.  Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji tinjauan hukum Islam dan 

Undang - Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik Laundry sepatu 

“janji bersih”.  

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Agar terfokus pada pokok permasalahan dalam penelitian serta 

memperdalam topik yang akan dikaji, maka penulis akan memberikan 

identifikasi masalah serta batasan masalah yang berkaitan dengan uraian 

 
10 Jaih dan Hasanudin Mubarok, Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju’alah (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2020), 12. 
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latar belakang “Analisis Hukum Islam dan Undang - Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Terhadap Jasa Laundry Sepatu “Janji Bersih””. Berikut penulis 

uraikan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi; 

1. Hak-hak konsumen yang seharusnya dipenuhi oleh penyedia jasa 

Laundry sepatu “Janji Bersih” serta kewajiban penyedia jasa 

2. Kerugian-kerugian yang seringkali dialami oleh pengguna jasa Laundry 

sepatu 

3. Ketentuan pemberian ujrah pada jasa Laundry sepatu “Janji Bersih” 

4. Urgensi UUPK dalam praktik jasa Laundry sepatu “Janji Bersih” 

5. Praktik jasa Laundry sepatu “Janji Bersih”. 

6. Analisis hukum Islam dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 

terhadap jasa Laundry sepatu ”Janji Bersih” 

Dari identifikasi masalah yang sudah diuraikan penulis diatas, 

terdapat beberapa hal yang perlu dikaji dan dibatasi agar penulis dapat 

menjelaskan secara spesifik dan penelitian dapat terlaksana dengan tuntas. 

Maka berikut adalah batasan masalah yang penulis berikan pada penelitian 

ini; 

1. Praktik Jasa Laundry Sepatu “Janji Bersih” 

2. Anailisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Terhadap Praktik Laundry Sepatu di Laundry Sepatu “Janji Bersih”. 

 

C. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, 

maka permasalahan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana Praktik Jasa Laundry Sepatu Di Laundry Sepatu ”Janji 

Bersih”? 

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Terhadap Praktik Jasa Laundry Sepatu Di Laundry Sepatu ”Janji 

Bersih”? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang penelitian 

terdahulu yang membahas seputar permasalahan yang akan dikaji oleh 

penulis, dengan adanya kajian pustaka, juga membuktikan bahwa penelitian 

penulis bukan suatu duplikasi atau pengulangan dari suatu penelitian yang 

sudah ada. Keberadaan kajian pustaka juga dapat membantu penulis untuk 

membandingkan penelitian ini  dengan penelitian yang sudah dilakukan, 

sehingga dalam tulisan ini penulis dapat mengembangkan pembahasannya. 

Selain itu kajian pustaka juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian yang memiliki tema serupa, sehingga tulisan tersebut dapat 

dipastikan bukan suatu duplikasi.  

Setelah penulis menelusuri, terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang membahas mengenai jasa Laundry, namun penulis menemukan 

beberapa perbedaan dalam penelitian tersebut, seperti; objek, 
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permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Berikut beberapa penelitian 

terdahulu tersebut; 

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Perdana Laundry “Jeng 

Sri” Di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga” Skripsi oleh Ajeng 

Kusuma Suryaningtyas Tahun 2019. Pada skripsi tersebut peneliti 

menguraikan tentang permasalahan yang diteliti yaitu jasa perdana 

Laundry “Jeng Sri” saat di awal melakukan perjanjian dengan konsumen 

tidak memberikan ketentuan yang jelas, seperti konsumen tidak 

diberikan nota, kemudian  timbangan terhadap barang yang di Laundry-

kan konsumen tidak dilakukan di depan konsumen, hal tersebut menurut 

penulis membuat praktik jasa Laundry belum sesuai dengan ketentuan 

hukum Islam dan dapat merugikan konsumen.11 Persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, terletak pada pisau 

analisisnya yaitu menggunakan akad Ijarah, serta tindakan jasa Laundry 

yang membuat konsumen mengalami kerugian. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada permasalahan dan salah satu pisau 

analisisnya. Pada penelitian penulis, jasa Laundry sepatu tidak 

melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, 

serta salah satu pisau analisis penulis yaitu Undang - Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 
11 Ajeng Kusuma Suryaningtyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Perdana"Jeng 

Sri" Di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga” (Skripsi˗˗Institut Agama Islam Negeri 

Purwokerto, 2019). 
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2.  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungan Risiko Atas 

Kerusakan Dan kehilangan Barang Pada Jasa Laundry di Kota Banda 

Aceh (Studi Menurut Konsep Ujrah Al-‘Amah)” Skripsi oleh Lia Aryani 

Tahun 2017. Pada penelitian ini, peneliti mengangkat masalah tentang 

sistem pertanggungan risiko terhadap kerusakan dan kehilangan barang 

milik konsumen pada jasa Laundry di Kecamatan Ulee Kareng Kota 

Banda Aceh. Pertanggungan risiko yang diberikan pihak Laundry berupa 

ganti rugi terhadap barang yang hilang atau rusak dan berupa layanan 

jika layanan yang diberikan tidak sesuai. Pada analisisnya penulis 

menyimpulkan bahwa sistem pertanggungan risiko terhadap kerusakan 

dan kehilangan pada jasa Laundry masih belum sesuai dengan konsep 

ujrah al-amah, karena menurut penulis jika upah sudah diberikan kepada 

pihak Laundry, maka barang milik konsumen yang di Laundry-kan 

menjadi tanggung jawab pihak Laundry.12 Permasalahan penelitian 

diatas dengan penelitian penulis terletak pada salah satu pisau analisisnya 

yang menggunakan akad ijarah atas jasa, serta pada permasalahan terkait 

kerugian konsumen akibat pihak jasa Laundry yang tidak melakukan 

kewajibannya secara penuh. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

pisau analisis penulis yang menggunakan Undang - Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 
12 Lia Aryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungan Risiko Atas Kerusakan Dan 

Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh (Studi Menurut Konsep Ujrah Al-

‘Amah)” (Skripsi˗˗Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017). 
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3. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Chesta 

Balarejo Madiun” Skripsi Oleh Siti Fatimah 2018. Pada skripsi tersebut 

peneliti menjelaskan bahwa pada jasa Laundry Chesta tidak disebutkan 

secara jelas patokan harga per kilogram dari baju yang akan di Laundry 

oleh konsumen, dan juga tidak disebutkan berat timbangan baju tersebut, 

akan tetapi konsumen tidak merasa dirugikan akan hal tersebut, sehingga 

dalam analisisnya peneliti menyimpulkan bahwa praktik jasa Laundry 

Chesta sudah sesuai dengan Hukum Islam, walaupun konsumen tidak 

mengetahui secara pasti berat timbangan serta harganya, namun 

konsumen tidak merasa dirugikan.13 Persamaan dengan penelitian  yang 

dilakukan oleh penulis terletak pada pisau analisis yang menggunakan 

akad ijarah. Sedangkan perbedaannya terletak pada konsumen yang 

dirugikan karena penyedia jasa Laundry sepatu tidak melaksanakan 

pekerjaan dengan benar dan pisau analis yang digunakan penulis yaitu 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, 

penulis mengkaji permasalahan dengan judul “Analisis Hukum Islam dan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Jasa Laundry Sepatu “Janji 

Bersih””. Pada penelitian  yang penulis lakukan, penulis akan fokus 

mengkaji tentang bagaimana praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih” 

dalam menunaikan hak-hak konsumen menurut Hukum Islam dan Undang 

 
13 Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Cheesta Balarejo Madiun” 

(Skripsi˗˗UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018),. 
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- Undang Nomor 8 Tahun 1999, sehingga penelitian  yang dilakukan penulis 

berbeda dengan penelitian  sebelumnya dan tidak ada duplikasi. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan pada poin 

sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih”. 

2. Mengetahui analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 terhadap jasa Laundry sepatu “janji bersih”. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Berikut merupakan kegunaan penelitian yang dapat bermanfaat 

untuk berbagai pihak, antara lain: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sarana dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, selain itu, penelitian  ini juga dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi pembaca mengenai pandangan Hukum Islam serta 

UUPK mengenai praktik jasa Laundry sepatu terutama dalam hal 

menunaikan hak-hak konsumen, dan penelitian  ini dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk penelitian  selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Memberikan pandangan kepada masyarakat baik penyedia jasa 

Laundry sepatu ataupun pelanggan jasa Laundry sepatu tentang praktik 
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Laundry sepatu yang baik dan benar, agar tidak ada pihak yang dirugikan 

lagi, terutama pelanggan. 

 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan salah satu aspek penelitian  yang 

memuat penjelasan tentang suatu variabel yang bertujuan untuk bisa 

mengukur ataupun memahami variabel tersebut.14 Untuk menghindari 

adanya salah pengertian dari judul skripsi “Analisis Hukum Islam dan 

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Jasa Laundry Sepatu 

“Janji Bersih””, Maka penulis akan memaparkan penjelasan tentang 

definisi operasional beberapa istilah yang berhubungan dengan judul skripsi 

penulis: 

1. Hukum Islam: Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang 

disyariatkan Allah SWT untuk ditaati oleh hamba-Nya yang mengatur 

segala aspek kehidupan umat Muslim yang bersumber pada alquran dan 

hadis Rasulullah saw.15 Pada penelitian  ini Hukum Islam yang dimaksud 

adalah al-Ijarah. l-Ijarah pada penelitian penulis digunakan sebagai acuan 

dalam menganalisis praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih”. 

2. Undang - Undang No. 8 Tahun 1999: Undang - Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan seperangkat peraturan 

 
14Vivi Candra et al.,  Pengantar Metodelogi Penelitian (Medan:Yayasan Kita Menulis, 2021), 90. 
15 Mardani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: 

Kencana,2013), 9. 
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yang  diciptakan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen 

serta menjamin adanya kepastian hukum untuk konsumen.16 

3. Jasa Laundry Sepatu “Janji Bersih”: Merupakan  jenis usaha di bidang 

jasa yang menawarkan layanan kepada konsumen berupa jasa pencucian 

serta perawatan sepatu. Dalam praktiknya, penyedia jasa Laundry sepatu 

menyediakan beberapa jenis layanan pencucian dan perawatan sepatu 

dengan harga yang sudah ditentukan.17 

 

 

 

 

 

 

 

H. Metode Penelitian 

  Metode Penelitian  adalah pandangan dasar yang digunakan penulis 

sebagai acuan dalam memecahkan masalah saat melakukan penelitian 18. 

Setelah memahami dan menelaah objek kajian dalam penelitian  penulis, 

maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut; 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi adalah penelitian 

lapangan (field research) yaitu jenis penelitian yang dalam proses 

 
16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1). 
17 Theo Yose Pratama Pasaribu, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Laundry Sepatu 

Atas Kelalaian Pelaku Usaha Laundry Sepatu Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Pada Usaha 

Laundry Sepatu Di Medan Johor), 2.” 
18 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian:Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Jakarta: 

Kencana, 2017), 254. 
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mengumpulkan data untuk diteliti penulis harus turun langsung ke 

lapangan19, tujuannya agar penulis bisa mengamati secara langsung 

praktik jasa Laundry sepatu di Laundry sepatu “janji bersih”. Sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena dalam 

pendekatan kualitatif terdapat prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif. Data deskriptif di sini berupa hasil dari tanya jawab 

dengan pihak-pihak yang bersangkutan.  

2. Data yang Akan Diteliti 

Berikut merupakan data yang digunakan penulis dalam 

melakukan penelitian; 

a. Pamflet produk dan layanan jasa Laundry sepatu “janji bersih” 

b. Syarat dan ketentuan pihak Laundry sepatu “janji bersih” 

c.  Fasilitas yang diberikan Laundry sepatu “janji bersih” 

d. Praktik jasa Laundry yang ada di Laundry sepatu “janji bersih”. 

 

3. Sumber Data 

Berikut merupakan sumber data yang digunakan penulis pada 

penelitian  ini; 

a. Sumber  primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang 

didapatkan oleh peneliti secara langsung dari pihak yang 

bersangkutan. Melakukan wawancara dengan pihak yang 

 
19 Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya 

(Jakarta: Grasindo, 2010), 9. 
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bersangkutan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan 

sumber data primer20. Data primer didapatkan oleh penulis dari 

wawancara yang dilakukan penulis kepada pemilik dan pelanggan 

jasa Laundry sepatu “janji bersih”.  

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang 

penulis dapatkan dalam bentuk yang sudah dipublikasikan baik 

secara cetak ataupun digital seperti catatan, buku, jurnal, artikel 

ilmiah atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian. Data sekunder merupakan data yang berfungsi dalam 

memberikan penjelasan yang berkaitan dengan data primer, selain 

itu keberadaan sumber data sekunder juga sebagai pelengkap data 

primer.21 Sumber data sekunder dalam penelitian  ini meliputi 

pamflet yang berisi paket dan jenis layanan yang ditawarkan oleh 

Laundry  sepatu “janji bersih”, pamflet fasilitas dan syarat 

ketentuan Laundry sepatu “janji bersih”, nota transaksi, serta 

peraturan, buku, artikel ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan 

topik penelitian penulis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 
20 Firdaus dan Fakhry Zamzam, Aplikasi Metedologi Penelitian, 1 ed. (Sleman: Deepublish, 

2018),102. 
21 Ibid., 102. 
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Agar penulis bisa mendapatkan data yang penulis perlukan untuk 

kepentingan penelitian , maka berikut merupakan teknik pengumpulan 

data yang penulis gunakan; 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden 

dan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

penelitian dan dijawab langsung oleh responden22. Wawancara 

dilakukan dengan tujuan agar peneliti bisa mendapatkan data yang 

diperlukan untuk penelitian langsung dari responden yaitu pemilik 

dan pelanggan Laundry sepatu “janji bersih". 

 

b.  Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu bentuk teknik 

pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara mencari 

informasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik 

penelitian . Dokumen tersebut bisa berbentuk seperti catatan 

peneliti, gambar, foto ataupun tulisan/karya seseorang.23 Pada 

penelitian ini, penulis menggunakan catatan yang penulis buat 

mengenai profil dan gambaran umum jasa Laundry sepatu “janji 

 
22 Bagja Waluyo, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat (Bandung: PT Setia 

Purna Inves, 2007),79. 
23 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Persfektif 

Kualitatif (Sleman: Deepublish, 2020), 59. 
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bersih”, serta pamflet produk layanan Laundry sepatu “janji 

bersih”. 

 

5. Teknik Pengolahan Data 

Selanjutnya agar data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dapat 

lebih mudah untuk dibaca dan dipahami, maka penulis akan melakukan 

pengolahan terhadap data yang telah dikumpulkan: 

a. Editing  

Editing merupakan salah satu proses pengolahan data yang 

dilakukan untuk memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan. 

Pada proses editing data yang telah peneliti kumpulkan akan 

diperiksa kelengkapannya, keterkaitannya antar satu data dengan 

yang lainnya, kemudian  data-data tersebut akan dicatat dan 

menghasilkan data yang dibutuhkan untuk penelitian.24 Maka pada 

tahap ini penulis akan memeriksa kelengkapan data-data yang telah 

penulis kumpulkan yang berkaitan dengan praktik jasa Laundry 

sepatu “janji bersih”. 

b. Organizing 

Organizing merupakan salah satu teknik pengolahan data 

dengan cara menyusun data yang telah dikumpulkan secara 

sistematis agar data-data tersebut lebih mudah dipahami.25 Untuk 

itu dalam penelitian ini penulis membuat sistematika penulisan 

 
24 Vivi Candra et al., Pengantar Metodelogi Penelitian, 184. 
25 Habid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 193. 
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yang runtut dari awal hingga akhir mengenai praktik jasa Laundry 

sepatu “janji bersih”. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu metode pengolahan data 

yang mengatur dan mengurutkan secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara dan studi dokumentasi, kemudian data tersebut 

dijabarkan dan dianalisis sehingga dari penjabaran data tersebut dapat 

menghasilkan pendapat atau gagasan baru.26  

Setelah data yang diperoleh oleh penulis tersusun secara 

sistematis, penulis menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis 

datanya. Penulis menggunakan metode deskriptif agar dapat 

menggambarkan, menjelaskan serta menguraikan informasi yang 

terdapat dalam data tersebut, dan kemudian  dapat diambil kesimpulan. 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan pola pikir induktif, yang 

merupakan pola berpikir yang diawali dengan menganalisis data yang 

didapatkan di lapangan untuk mendapatkan kesimpulan hukum. Penulis 

menggunakan hukum Islam dan Undang – Undang Perlindungan 

Konsumen sebagai rujukan dalam menganalisis data yang didapat dari 

lapangan. 

 

 

 

 
26 Vivi Candra et al., Pengantar Metodelogi Penelitian,184. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis, sesuai 

dengan yang sudah penulis rencanakan serta agar tercapainya tujuan 

pembahasan, maka disusunlah sistematika pembahasan yang dikelompokkan 

menjadi lima bab dengan sub bab yang saling berkaitan sebagai berikut; 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian  serta sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi tentang landasan teori tentang Ijarah, mencakup 

pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat sah, macam-macam ijarah serta 

konsep ujrah dalam akad ijarah. Kemudian membahas mengenai landasan 

teori Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu; pengertian hukum 

perlindungan konsumen, Tujuan perlindungan konsumen serta hak dan 

kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Terakhir membahas tentang Laundry 

sepatu dan perkembangannya. 

Bab ketiga berisi tentang praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih” 

yang terdiri dari tiga sub pembahasan, sub bab pertama membahas tentang 

profil Laundry sepatu “janji bersih” dan sub bab kedua membahas tentang 

produk layanan jasa Laundry sepatu “janji bersih” dan sub bab tiga tentang 

praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih”. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

23 

 

 

Bab keempat membahas tentang tinjauan terhadap jasa Laundry 

sepatu “janji bersih” serta analisis hukum Islam dan Undang - Undang Nomor 

8 Tahun 1999 terhadap  jasa Laundry sepatu “janji bersih”. 

Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

IJARAH, UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN 

LAUNDRY SEPATU 

A. Ijarah 

1. Pengertian Ijarah 

Asal kata Ijarah adalah al-ajru yang secara bahasa berarti al-

’iwãḍ yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai dua arti, yaitu upah dan 

ganti, selain itu al-’ iwãḍ  juga memili arti lain yaitu al-tsawab (pahala). 

Dalam kitab al-Qamus al-Muhiṭ, secara bahasa ijarah diartikan dengan 

jual-beli manfaat. Sedangkan dijelaskan dalam kitab Maqayis al-Lughah 

bahwa arti ijarah secara bahasa mengarah kepada salah satu rukun ijarah 

yaitu ujrah yang bermakna imbalan atas suatu perbuatan. Sedangkan 

dalam bahasa Arab ijarah berarti sewa, jasa, upah atau imbalan.1 

Makna ijarah secara bahasa menunjukkan bahwa akad ijarah erat 

kaitannya dengan hal-hal berikut: 

a. Upah atau imbalan atas suatu perbuatan tertentu, dimensi 

perbuatannya dapat dimensi duniawi (upah) dan dimensi ukhrawi 

(pahala). 

 
1 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah; Akad Ijarah dan Ju’alah, cetakan ke 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020),2. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

25 

 

 

b. Suatu kegiatan yang membuat mu’jir berhak atas suatu ujrah dari 

menyewakan benda ataupun atas tenaga yang telah dikeluarkan 

(jasa). 

c. Akad atau kehendak para pihak; salah satu pihak bertindak sebagai 

penyedia manfaat baik yang diambil dari barang ataupun tenaga 

manusia (jasa), kemudian pihak lainnya boleh mendapatkan manfaat 

tersebut dengan syarat wajib membayar upah atau imbalan atas 

manfaat yang telah diambil.2 

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa pengertian ijarah 

yang disampaikan oleh ulama Fiqh, diantaranya: 

a. Menurut ulama Syafii ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat 

yang dituju, diketahui, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan/ 

upah yang telah disepakati. 

b. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah ijarah ialah perpindahan 

kepemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam jangka waktu 

tertentu dengan suatu imbalan.3 

c. Menurut ulama Hanafiyah ijarah merupakan akad terhadap suatu 

manfaat dengan imbalan atau upah.4 

d. Menurut Sayyid Sabiq ijarah adalah salah satu akad yang mengambil 

manfaat dengan jalur penggantian, yang dimaksud dengan jalur 

 
2 Ibid., 3. 
3 Ibid., 4. 
4 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah; Ekonomi Islam, Cetakan 1 (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 188. 
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penggantian adanya upah atau imbalan yang menjadi pengganti dari 

manfaat barang atau jasa yang telah diambil. 

e. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie ijarah ialah Akad dengan pertukaran 

manfaat sebagai objeknya dalam waktu tertentu dan terdapat 

imbalan, atau bisa disebut sebagai jual-beli manfaat.5 

Dari pengertian ijarah yang sudah dijelaskan diatas baik secara 

bahasa ataupun istilah dapat diambil kesimpulan ijarah merupakan akad 

yang mengambil suatu manfaat dari benda atau jasa dan terdapat imbalan 

atau upah sebagai ganti dari manfaat yang telah diambil. Manfaat yang 

menjadi objek ijarah mempunyai beberapa jenis manfaat. Pertama, 

manfaat atas benda seperti penyewaan tanah, bangunan dan kendaraan. 

Kedua, manfaat atas pekerjaan, pekerjaan yang dilakukan oleh arsitek, 

tukang jahit, tukang bangunan, tukang cuci dan setrika (Laundry). 

Terakhir, manfaat atas tenaga manusia, seperti asisten rumah tangga dan 

buruh. 

Akad ijarah disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia terhadap objek akad. Manusia membutuhkan bangunan untuk 

tempat tinggal, membutuhkan kendaraan dan angkutan untuk mobilitas 

sehari-hari, membutuhkan tanah untuk melakukan kegiatan demi 

memenuhi kebutuhan hidup seperti bercocok tanam atau kegiatan usaha 

 
5 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017), 115. 
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lainnya, membutuhkan pelayanan dan tenaga orang lain untuk 

memudahkan kegiatan sehari-hari.6 

2. Dasar Hukum aIjarah 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa akad ijarah 

disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, oleh sebab itu 

jumhur ulama bersepakat bahwa akad ijarah diperbolehkan. Dasar 

hukum diperbolehkannya akad ijarah terdapat dalam Al-Qur’an, Hadits 

Rasulullah Saw, serta ijmak ulama. 

a. Dasar Hukum Al-Qur’an 

QS. Al-Baqarah (2): 233. 

وَاِنْ ارََدْتُّمْ انَْ تَسْتََْضِعُوْْٓا اوَْلََدكَُمْ فَلََ جُنَاحَ 
تُمْ ۗ  عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآْ اٰتَ ي ْ

َ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ بَصِيْر  َ وَاعْلَمُوْْٓا انََّ اللّٰٰ  وَات َّقُوا اللّٰٰ
 بِلْمَعْرُوْفِ 

”………apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada 

orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu 

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan.”7 

 untuk menyusukan (pada orang lain) : انَْ تَسْتََْضِعُوْْٓا (1

تُمْ  (2  apa yang kalian berikan (pembayaran) :     مَّآْ اٰتَ ي ْ

Ayat ini memperbolehkan seorang ibu memakai jasa 

perempuan lain untuk menyusukan anaknya (jasa menyusui), 

selain itu ayat ini juga menghimbau untuk memberikan upah yang 

 
6 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah V, terj. Khairul Amru Harahap, Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala 

Publishing, 2008), 260. 
7 Al-Qur'an., 2:233. 
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layak sesuai dengan kesepakatan dan tradisi masyarakat setempat.8

  

QS. At-Talaq (65): 6. 

 وَاِنْ تَ عَاسَرْتُُّْ فَسَتَُْضِعُ فَ 
نَكُمْ بِعَْرُوْف َّۚ  وَأْتََِرُوْا بَ ي ْ

َّۚ
اِنْ ارَْضَعْنَ لَكُمْ فاَٰتُ وْهُنَّ اجُُوْرَهُنَّ

 ْٓۗ اخُْرٰى  ٗ  لَه

”……kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu 

maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 

dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui 

kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”9 

 mereka menyusukan :  ارَْضَعْنَ  (1

 maka berilah (bayarkan) mereka :  فاَٰتُ وْهُنَّ  (2

 upah mereka : اجُُوْرَهُنََّّۚ  (3

Ayat ini menjadi dasar, bahwa perempuan yang di talak 

sedang dalam masa menyusui anaknya (hasil dari pernikahan 

dengan laki-laki yang menjatuhkan talak), maka laki-laki tersebut 

hendaklah memberikan nafkah sebagai upah penyusuan. Ayat ini 

juga menghimbau bahwa terkait hak-hak anak harus 

dimusyawarakan dengan baik agar terpenuhi dan jika sang ibu 

kesulitan untuk menyusui anaknya, maka boleh menyusukan 

bayinya kepada perempuan lain dengan memberikan upah yang 

layak dan sesuai kesepakatan serta sesuai dengan standar 

masyarakat.10   

 
8 Suqiyah Musafa’ah,  Buku Ajar Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis (Surabaya: UIN Sunan 

Ampel Press,t.t.), 132. 
9 Ibid., 6:65. 
10 Buku Ajar Tafsir Ayat Hukum Ekonomi, 131. 
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QS. Al-Qashash (28): 26. 

بََتِ اسْتَأْجِرْهُ اِۖنَّ خَيَْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيم الََْمِيُْ   قاَلَتْ اِحْدٰىهُمَا يْٰٰٓ

  “……..salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 

“Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya 

sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”11 

 ambilah upahan dia (sebagai buruh):  اسْتَأْجِرْهُ  (1

 engkau ambil upahan (sebagai buruh) : اسْتَأْجَرْتَ  (2

Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa a.s. saat 

bertemu dengan dua putri Nabi Shu’ayb yang sedang menunggu 

giliran untuk memberi minum hewan ternak diantara para kafilah 

laki-laki, kemudiaan Nabi Musa datang dan menggantikan posisi 

keduanya. Kemudiaan kedua putri Nabi Shu’ayb tersebut 

menceritakan kepada Nabi Shu’ayb dan menyuruh ayahnya untuk 

memberikan Nabi Musa upah dan pekerjaan berdasarkan 

kemampuan dan kejujuran Nabi Musa. Kemudiaan Nabi Shu’ayb 

membuat perjanjian dengan Nabi Musa yaitu beliau akan 

menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya jika Nabi Musa 

bersedia bekerja untuk Nabi Shu’ayb selama 8 musim ditambah 2 

musim dengan tujuan untuk menyempurnakan bukan untuk 

menyulitkan, Nabi Musa pun menyetujui. Nabi Musa kemudiaan 

menikahi salah seorang putri Nabi Shu’ayb dan mengurus ternak 

Nabi Shu’ayb selama 10 tahun dengan baik sesuai perjanjian.12  

b. Dasar Hukum Hadits Rasulullah Saw 

 
11 Ibid., 28:26. 
12 Buku Ajar Tafsir Ayat Hukum Ekonomi, 131. 
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ثَ نَا ابْنُ ٢١١٧صحيح البخاري  ثَ نَا وُهَيْبر حَدَّ ثَ نَا مُوسَى بْنُ إِسْْاَعِيلَ حَدَّ : حَدَّ
ُ عَلَيْهِ طاَوُس  عَنْ  هُمَا قاَلََحْتَجَمَ النَّبِم صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ أبَيِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللَّّ

 وَسَلَّمَ وَأعَْطَى الَْْجَّامَ 
 “Shahih Bukhari 2117: Telah menceritakan kepada kami Musa bin 

Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah 

menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya dari 

Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 

'alaihi wa sallam berbekam dan memberi upah tukang 

bekamnya.”(HR. Bukhari).13 
 

Dari ‘Aisyah Radhiyallahuanhu  

يْلِ ثَُُّ مِنْ بَنِِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبَوُ بَكْر  رَجُلًَ مِنْ بَنِِ الدَّ وَاسْتَأْجَرَ النَّبِم صَلَّى اللَّّ
  .عَبْدِ بْنِ عَدِيٰ  هَادِيًٰ خِريِْٰ تًا الِْْريِْٰتُ الْمَاهِرُ بِلِْْدَايةَِ 

“Nabi Muhammad saw beserta Abu Bakar menyewa 

(mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari 

Bani ad-Dail kemudian  dari Bani ‘Abdu bin 

‘Adi.”(HR. Bukhari).14 

 

 

 َۗ  أَعْطوُا الَأجِيَ أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ عَرَقهُُ
“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum 

keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).15 

 

 

c. Dasar Hukum Ijmak Ulama 

Sedangkan berdasarkan ijmak ulama, para ulama’ serta 

pakar ilmu dari berbagai tempat dan periode bersepakat tentang 

kebolehan akad ijarah hal ini sesuai dengan penjelasan yang 

terdapat dalam kitab Fikih Muamalah. Namun ada juga ulama’ 

 
13 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu 5, Cet. ke-1, terj. oleh Hayyie al-Kattani et al., 

Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 368. 
14 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah.., 260. 
15 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu 5…, 368. 
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yang tidak sepakat dengan ijmak dalam bolehnya melakukan akad 

ijarah adalah Abu Bakr al-Asham, Ibn Kisan, al-Hasan al-Bashri, 

al-Qasyani, al-Nahrawani, dan Ibn Kisan,16 alasan mereka 

melarang akad ijarah karena ijarah merupakan akad jual beli 

manfaat, dan manfaat bukanlah suatu yang berwujud dan tidak saat 

akad sehingga tidak memenuhi syarat sebagai objek akad, atas 

dasar tersebut kelompok ulama’ tersebut melarang akad ijarah, 

akan tetapi karena mereka hanya sebagian kecil ulama yang tidak 

membolehkan akad ijarah, maka pendapat mereka tidak dianggap. 

Selain itu pendapat tersebut juga dibantah oleh Ibnu Rusyd. 

Menurut Ibnu Rusyd, manfaat memang tidak berwujud dan tidak 

ada saat akad ijarah dilakukan, akan tetapi manfaat-manfaat yang 

lazim menjadi objek akad ijarah merupakan manfaat yang dapat 

tercapai.17 

Dalam kitab al-Fiqh al-Isla>mi> bi al-Adillah, Wahbah 

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa pada zaman Rasulullah saw 

terdapat  al-ummah (bukan ijma’ al-ʾummah). Ijma’ al-ummah 

merupakan kesepakatan umat di zaman Rasulullah saw. tentang 

bolehnya akad ijarah karena masyarakat pada zaman tersebut 

membutuhkan akad ijarah untuk memenuhi kebutuhan hidup 

terhadap manfaat dari suatu benda atau jasa.18  

 
16 Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Fikih Mu’amalah Maliyyah…, 11. 
17 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu 5…, 385. 
18 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah…, 12. 
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3. Rukun dan Syarat Akad al-Ijarah 

Rukun adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu akad, 

jika salah satu atau beberapa rukun dari akad tersebut tidak terpenuhi, 

maka akad tersebut menjadi tidak sempurna dan menjadi tidak sah. 

Secara umum, jumhur ulama’ sepakat akad ijarah mempunyai 4 rukun, 

yaitu: 

a. ‘Aqid (para pihak yang melakukan akad ijarah): dalam akad ijarah 

‘aqid atau pihak yang berakad terdiri dari mu’jir yaitu pihak yang 

menerima upah atas suatu manfaat dan pihak yang menyewakan 

suatu benda untuk diambil manfaatnya, dan musta’jir merupakan 

sebutan untuk pihak yang menerima sewa suatu benda dalam akad 

ijarah atas barang, sedangkan dalam akad ijarah atas jasa pihak yang 

menerima manfaat atau yang memberi upah disebut ajir.19 

b. Sighat akad, yang terdiri dari ijab dan kabul: ijab merupakan 

pernyataan dari pihak mu’jir, sedangkan kabul merupakan 

pernyataan yang berasal dari musta’jir atau ajir.20  

c. Ujrah: ujrah merupakan upah atau imbalan yang diterima oleh 

mu’jir atas jasa/pekerjaan yang telah dilakukan atau atas benda yang 

disewakan kepada musta’jir. Upah yang diberikan disyaratkan 

merupakan sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan dalam hukum 

Islam.21 

 
19 Ibid., 74. 
20 Yazid, Fiqh Muamalah; Ekonomi Islam…, 194. 
21 Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 124. 
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d. Manfaat: manfaat merupakan objek akad dalam ijarah. Manfaat 

merupakan suatu hal yang diterima atau dapat digunakan oleh 

musta’jir atas upah yang telah mereka berikan.22 Manfaat 

merupakan sesuatu yang bernilai serta diperbolehkan menurut 

hukum Islam. Untuk menghindari perselisihan, maka manfaat dari 

barang atau jasa merupakan suatu yang dapat digunakan atau 

dirasakan, serta dijelaskan juga mengenai jenis, ukuran dan sifat dari 

manfaat tersebut.23 

Selain rukun ijarah yang sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya, terdapat pula syarat-syarat tertentu atas akad ijarah. Syarat-

syarat tersebut harus dipenuhi dalam suatu akad ijarah, karena syarat-

syarat tersebut yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad ijarah. 

Berikut merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad ijarah 

menjadi sah: 

a. Pelaku akad, yaitu mu’jir dan musta’jir/ajir haruslah seseorang yang 

sudah balig, berakal, cakap hukum serta mampu mengendalikan 

harta. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka 

akad ijarah tidak sah. Selain itu dalam melakukan akad kedua pihak 

harus saling meridai, artinya dalam melakukan akad tidak ada unsur 

pemaksaan, kedua pihak yang berakad harus saling rela, karena akad 

 
22 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah…,13. 
23 Harun, Fiqh Muamalah…, . 
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ijarah menjadi tidak sah jika ada unsur pemaksaan dari salah satu 

pihak.24 

b. Benda yang menjadi objek akad ijarah merupakan benda yang 

bernilai dan dapat diambil manfaatnya secara sempurna. Sebagian 

ulama berpendapat bahwa penyewaan barang milik bersama 

dilarang, karena manfaatnya tidak dapat diserahkan dengan 

sempurna. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa 

penyewaan barang milik bersama dibolehkan, selama barang 

tersebut mempunyai manfaat yang dapat digunakan.25  

c. Manfaat sebagai objek akad hendaknya diketahui sifatnya untuk 

menghindari perselisihan. Apabila manfaat tidak diketahui secara 

jelas dan menimbulkan perselisihan maka, maka akadnya menjadi 

tidak sah. Agar manfaat yang diakadkan dapat diketahui secara jelas, 

pada ijarah atas barang dilakukan dengan memberitahu atau melihat 

barang yang akan disewakan, serta menjelaskan masa waktu 

penyewaan benda. Sedangkan pada ijarah atas jasa dapat dilakukan 

dengan cara menjelaskan jenis pekerjaan, waktu pengerjaan serta 

sifat dari pekerjaan tersebut dengan detail.26  

d. Objek akad yaitu manfaat merupakan sesuatu yang dapat diserahkan 

secara nyata (hakiki) ataupun syariat. Untuk ijarah atas benda, 

barang sewaan diserahkan berserta manfaat atau kegunaan dari 

 
24 Hendi, Fiqh Muamalah…, 117. 
25 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah…, 262. 
26 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu 5…, 391-392. 
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barang tersebut. Berdasarkan pada kesepakatan fukaha, akad ijarah 

menjadi tidak sah bila dilakukan terhadap suatu yang tidak dapat 

diserahkan baik secara nyata (hakiki) ataupun syariat27 

e. Manfaat sebagai objek akad hendaknya yang diperbolehkan oleh 

syara. Seperti menyewakan buku/kitab untuk dibaca dan dipelajari, 

ruko untuk dijadikan tempat usaha, serta pekerjaan/jasa yang 

diperbolehkan oleh syara. Akad ijarah menjadi tidak sah apabila 

benda yang disewakan digunakan untuk maksiat, seperti menyewa 

ruko untuk menjual minuman keras atau membayar seseorang untuk 

melakukan kemaksiatan seperti memukul seseorang.28 

 

4. Macam-Macam Al-Ijarah 

Berdasarkan pada objek akad, terdapat dua macam akad ijarah; 

ijarah yang objeknya mengambil manfaat atas suatu benda (ijarah bil 

manfaat) dan ijarah yang objeknya mengambil manfaat atas pekerjaan 

atau jasa (ijarah bil amal). Ijarah bil manfaat mencakup sewa menyewa 

ruko, rumah, kendaraan, pakaian dan benda lainnya yang dapat diambil 

manfaatnya. Ulama fikih bersepakat memperbolehkan ijarah bil manfaat 

dengan syarat objek akad yaitu manfaat merupakan hal yang dibolehkan 

oleh syariat untuk dimanfaatkan.29  

 
27 Ibid., 395. 
28 Ibid., 396. 
29 Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 125. 
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Ijarah bil amal merupakan akad ijarah yang objeknya adalah 

manfaat atas suatu pekerjaan atau jasa, akad ijarah jenis ini dilakukan 

dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. 

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum ijarah bil amal adalah boleh jika 

pekerjaan yang dilakukan jelas dan diperbolehkan oleh syariat, seperti 

penjahit, tukang bangunan, buruh cuci, supir dan sebagainya. 30 Terdapat 

dua jenis ijarah atas jasa yaitu; 31 

a. ijarah bil ʾamal yang bersifat pribadi dilakukan oleh ajir khash, 

seperti seorang asisten rumah tangga, supir pribadi, asisten pribadi 

yang manfaat atas pekerjaannya ditujukan khusus untuk satu orang. 

Para ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’I, 

dan Hanabilah sepakat pekerja khusus tidak dibebani tanggung 

jawab untuk mengganti jika terjadi kerusakan atas barang yang 

berada di tangannya, karena tanggung terhadap barang tersebut 

bersifat amanah. 

b. ijarah bil ʾamal yang bersifat serikat dilakukan oleh ajir mushtarak 

yaitu pekerja individu atau sekelompok pekerja yang manfaat dari 

pekerjaan atau jasa yang ditawarkan ditujukan untuk masyarakat 

umum, seperti penjahit, jasa Laundry, pegawai pabrik. Mengenai 

tanggung jawab pekerja umum ulama mempunyai perbedaan 

pendapat, Abu Hanifah, Ulama Hanabilah dan Imam Syafi’I 

 
30 Ibid., 126. 
31 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu 5…, 419. 
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menyatakan tanggung jawab pekerja umum bersifat amanah, pekerja 

umum hanya bertanggung jawab atas barang yang rusak karena 

kelalaiannya. Sedangkan, ash-Shahiban (dua sahabat Abu Hanifah), 

Ahmad dan ulama Malikiyah tanggung jawabnya bersifat jaminan, 

pekerja umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang 

berada dalam kuasanya meskipun barang tersebut rusak bukan 

karena kelalaiannya. 

Ulama juga Syafii membagi akad ijarah menjadi dua macam, 

yaitu ijarah ‘ain (penyewaan barang) dan ijarah dzimmah (penyewaan 

tanggung jawab), berikut penjelasannya: 32  

a. Ijarah ‘ain adalah ijarah atas manfaat suatu benda, seperti ruko, 

rumah atau kendaraan. Ijarah ‘ain memiliki tiga syarat, yaitu 

pertama, benda beserta upah harus sudah diketahui secara spesifik. 

Kedua, benda yang disewakan harus diketahui dan dilihat oleh pihak 

yang berakad. Ketiga, ijarah ‘ain tidak boleh disandarkan untuk 

dilakukan di waktu yang akan datang, seperti saya akan menyewa 

ruko ini bulan depan. Jika ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi 

maka ijarah ‘ain menjadi batal. 

b. ijarah dzimmah merupakan ijarah atas jasa/pekerjaan yang berkaitan 

dengan dzimmah (tanggung jawab), seperti seorang penjahit, kuli 

bangunan, penyedia jasa Laundry dan pekerjaan sejenisnya. Ijarah 

dzimmah mempunyai dua syarat yang berlaku, antara lain; ujrah atau 

 
32 Ibid.,  418. 
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imbalan jasa harus diberikan saat akad dilakukan serta pekerjaan 

yang dilakukan harus jelas dan diperbolehkan dalam syariat. 

5. Konsep Upah dalam Akad Ijarah 

Upah merupakan salah satu bagian penting dari akad ijarah, upah 

menjadi bagian dari rukun ijarah yang wajib ditunaikan, karena jika 

dalam suatu akad ijarah, upah diabaikan maka akad ijarah tersebut tidak 

sempurna. Dalam bahasa Arab upah diartikan sebagai ujrah. Ujrah 

merupakan iwãḍ atau imbalan yang diterima oleh ajir atas manfaat suatu 

benda atau pelayanan jasa yang diterima oleh musta’jir. Sedangkan   

Fiqih muamalah mendefinisikan ujrah sebagai harta yang wajib 

dibayarkan kepada tenaga kerja, penyedia jasa ataupun kepada pemilik 

benda yang disewakan.33  

Upah merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja 

atau penyedia jasa sebagai balasan atas jasa yang telah dilakukan, upah 

juga dapat diartikan sebagai harga dari jasa yang telah dilakukan oleh 

tenaga kerja atau penyedia jasa.34 Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, upah merupakan uang dan sejenisnya yang dibayarkan 

sebagai bentuk balas jasa atau sebagai bayaran yang diterima oleh tenaga 

kerja atas pekerjaan yang sudah dilakukannya.35  

 
33 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah…, 21-22. 
34 Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 

2020), 8. 
35 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d., 1108. 
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Ujrah mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi agar 

sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam fiqh muamalah. Berikut 

syarat-syarat ujrah; 

a. Ujrah merupakan harta yang bernilai dan dapat diketahui. Ulama 

bersepakat bahwa ujrah harus harta yang mempunyai nilai dan 

pihak-pihak yang berakad mengetahui tentang ujrah tersebut. Ujrah 

dapat diketahui dengan tiga cara yaitu dengan isyarat, penentuan dan 

penjelasan. Pihak-pihak yang berakad juga harus mengetahui bentuk 

dari ujrah yang diberikan. Ujrah dapat berupa uang, benda atau 

kombinasi dari keduanya. Perihal ujrah kombinasi, ulama 

mempunyai perbedaan pendapat, Abu Hanifah dan kelompok ulama 

Malikiah memperbolehkan ujrah kombinasi, seperti dalam hal 

memberikan upah kepada wanita menyusui boleh dalam bentuk uang 

dan barang (makan, minum, atau pakaian), hal ini diperbolehkan 

karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Sedangkan 

sahabat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad serta ulama 

Syafi’i tidak memperbolehkan ujrah kombinasi antara uang dan 

barang, karena jumlah ujrah-nya tidak jelas.36 

b. Ujrah tidak diperbolehkan sejenis dengan manfaat. Ujrah yang 

diterima oleh ajir tidak boleh berasal dari pekerjaan ajir atau tidak 

boleh serupa dengan manfaat yang menjadi objek akad. Seperti 

ijarah atas tempat tinggal ujrah-nya tempat tinggal, ijarah atas jasa 

 
36 Ibid., 24-25. 
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ujrah-nya berupa jasa, atau seorang penumbuk beras yang ujrah-nya 

berupa sebagian beras yang ditumbuk, Menurut Ulama Hanafiah, 

Upah yang berasal dari manfaat yang dikerjaka oleh ajir, dapat 

menjadikan ujrah menjadi tidak sah. Menurut Imam Syafi’I jika 

upah yang diberikan sama dengan manfaat, maka syarat tentang 

kemampuan musta’jir membayar upah kepada ajir/mu’jir saat akad 

tidak terpenuhi. Karena dalam ijarah, musta’jir berkewajiban 

memberikan imbalan atas manfaat yang digunakan baik dari 

jasa/tenaga seseorang maupun dari benda dengan upah yang sesuai 

dan tidak boleh sejenis dengan manfaat.37  

c. Jumlah ujrah yang dibayarkan kepada mu’jir/ajir ditentukan melalui 

kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berakad, 

kesepakatan tersebut dapat dicapai dengan du acara yaitu; 

Musawamah (tawar-menawar) dan syibh al-musawamah (semi 

tawar menawar).38  

d. Ujrah dapat dibayarkan dengan tiga cara, yaitu; tunai (saat akad 

berlangsung), tanggung (saat selesai akad), atau diangsur.39  

Pada akad ijarah, baik ijarah atas barang maupun ijarah atas jasa, 

terdapat kondisi yang menyebabkan musta’jir wajib membayar ujrah 

kepada mu’jir/ajir. Berikut penjelasanya: 

 
37 Jaih dan Hasanudin Mubarok, Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah…, 26-27. 
38 Ibid.,36. 
39 Ibid., 33.  
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a. Pada ijarah atas barang ulama berbeda pendapat mengenai sebab 

diwajibkan pembayaran ujrah. Ulama Hanafiah dan Malikiah 

berpendapat bahwa musta’jir wajib membayar ujrah kekpada mu’jir 

ketika musta’jir telah menerima manfaat atas benda yang disewa. 

Ketika akad ijarah atas sewa rumah telah terlaksana, tetapi musta’jir 

belum menempati rumah tersebut, maka ujrah belum wajib 

dibayarkan, ujrah wajib dibayarkan saat musta’jir menempati 

rumah. Sedangkan menurut ulama Syafi’i dan Hanabilah 

berpendapat bahwa ujrah wajib dibayarkan oleh musta’jir ketika 

akad ijarah telah dilakukan. Maka ketika akad sewa atas apartement 

sudah dilakukan ujrah sudah harus dibayarkan kepada mu’jir, 

meskipun apartement tersebut baru ditempati dua bulan setelah akad 

ijarah terjadi.40  

b. Pada ijarah atas jasa sebab wajibnya pembayaran ujrah dibedakan 

menjadi dua kondisi. Pertama, ajir khash (pekerja yang melakukan 

pekerjaan hanya untuk satu musta’jir) dapat menerima ujrah-nya 

saat akad ijarah sudah dilakukan. Kedua, ajir mushtarak (pekerja 

yang menawarkan layanan jasa yang menjadi kebutuhan 

masyarakat) dapat menerima ujrah-nya atas akad ijarah yang telah 

dilaksanakan serta pekerjaan yang dilakukan olehnya.41  

 

 
40 Ibid., 31. 
41 Ibid., 81. 
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Ujrah dalam ajaran fiqh muamalah dibagi menjadi dua jenis, 

berikut merupakan kedua jenis ujrah dalam fiqh muamalah: 

a. Ujrah yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya disebut ujrah 

musamma. Pada jenis ujrah yang pertama, pihak-pihak yang berakad 

sepakat terhadap jenis dan jumlah ujrah yang telah ditentukan, 

sehingga ujrah yang dibayarkan tidak boleh kurang ataupun lebih 

dari yang sudah ditentukan. 

b. Ujrah yang setara disebut ujrah al-misli. Ujrah jenis kedua 

mewajibkan bahwa ujrah yang dibayarkan harus setara dengan 

pekerjaan atau tenaga yang dilakukan oleh ajir. Jumlah ujrah yang 

diberikan harus sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan 

oleh kedua pihak yang berakad, tujuan memberikan upah yang 

setara dengan pekerjaan adalah untuk menghindari perselisihan dan 

jika perselisihan tersebut terjadi dapat diselesaikan dengan baik-

baik dan adil.42  

 

B. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yang selanjutnya disingkat menjadi UUPK merupakan 

 
42 Taqiyuddin An-Nabbani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2013), 103. 
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payung hukum yang dibuat pemerintah sebagai landasan berlakunya 

hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Keberadaan UUPK 

membuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Indonesia 

menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Adapun pengertian 

perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan konsumen adalah: “Perlindungan konsumen 

merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen” 43 

Pengertian tentang perlindungan konsumen yang termuat dalam 

UUPK bermakna bahwa keberadaan UUPK bertujuan untuk menjamin 

perlindungan terhadap konsumen. Pada pengertian tersebut juga terdapat 

kalimat yang menyatakan adanya kepastian hukum terhadap 

perlindungan konsumen, tentu kalimat ini menjadi landasan untuk 

menghapuskan tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang sehingga 

menyebabkan konsumen rugi. Walaupun undang-undang ini disebut 

sebagai undang-undang perlindungan konsumen, akan tetapi 

kepentingan pelaku usaha seperti hak dan kewajiban pelaku usaha juga 

diatur dalam UUPK, tujuannya agar pelaku usaha dapat menjalankan 

usahanya dengan memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai pelaku 

usaha dan dapat menciptakan hubungan bisnis yang sehat dengan 

konsumen.44  

 
43 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
44 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah 

(Pustaka Baru Press, 2018), 38. 
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Tujuan dari dirumuskannya undang-undang tentang perlindungan 

konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran serta menjaga martabat 

konsumen. Selain untuk menjaga martabat konsumen, saat ini 

pemahaman tentang perlindungan konsumen juga terus dikembangkan 

dengan tujuan agar pelaku usaha dapat bertanggung jawab dalam 

menyelenggarakan kegiatan usahanya. Pembahasan tentang 

perlindungan konsumen mempunyai cakupan pembahasan yang luas, 

sehingga pembahasan mengenai perlindungan konsumen dibagi menjadi 

dua aspek:45 

a. Perlindungan terhadap barang yang akan diberikan kepada 

konsumen dari hal-hal yang tidak sesuai kesepakatan, misal barang 

yang diberikan konsumen tidak sesuai atau terdapat kerusakan. 

b. Perlindungan terhadap konsumen atas syarat-syarat yang tidak adil 

oleh pelaku usaha.  

Pada pembahasan tentang perlindungan konsumen, selain istilah 

hukum perlindungan konsumen, juga ditemukan istilah mengenai hukum 

konsumen. Hingga saat ini pendapat mengenai perbedaan makna kedua 

istilah tersebut belum banyak dikemukakan Para akademisi 

menggunakan istilah hukum konsumen seperti istilah yang digunakan 

ahli hukum konsumen dari Belanda Hondius. Sedangkan jika mengacu 

 
45 Rosmawati, Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana, 2018), 6. 
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pada UUPK, maka istilah yang digunakan adalah hukum perlindungan 

konsumen. 46 

Az. Nasution membedakan makna antara hukum konsumen dan 

hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen adalah seperangkat 

aturan yang mengatur tentang hubungan dan permasalahan yang terjadi 

antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa yang 

digunakan konsumen dalam kegiatan ekonomi. Hukum perlindungan 

konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat 

seperangkat asas-asas atau kaidah-kaidah tentang pengaturan terhadap 

perlindungan konsumen.47  

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga 

memberikan pengertian yang berbeda antara hukum konsumen dan 

hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen adalah seluruh aturan 

dan asas-asas yang mengatur tentang hubungan antara penyedia barang 

dan atau jasa dengan konsumennya beserta permasalahan perihal 

penyediaan atau saat penggunaan barang dan atau jasa dalam kegiatan 

bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan 

seperangkat aturan dan asas-asas yang berisi aturan mengenai 

perlindungan konsumen yang mengatur hubungan konsumen dengan 

penyedia barang dan atau jasa serta permasalahan yang berhubungan 

 
46 Ibid., 39. 
47 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media, 2002), 

11. 
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dengan penyediaan dan penggunaan produk barang atau jasa oleh 

konsumen dalam kegiatan bermasyarakat.48  

Hukum perlindungan konsumen merupakan seluruh peraturan 

perundang-undangan, baik undang-undang tentang perlindungan 

konsumen maupun peraturan pemerintah lainnya beserta putusan-

putusan hakim yang isinya membahas mengenai perlindungan terhadap 

kepentingan konsumen.49  

Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan, hukum konsumen 

berperan saat hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam 

keadaan berimbang yaitu saat kedua pihak dapat mempertahankan serta 

menegakkan hak-hak mereka masing-masing. Sedangkan hukum 

perlindungan konsumen berperan saat hubungan antara pelaku usaha 

dengan konsumen tidak seimbang, terutama pihak konsumen yang 

terkadang tidak mampu mempertahankan hak-haknya. Pada dasarnya 

baik hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen mempunyai 

tujuan yang sama yaitu terciptanya iklim usaha yang sehat serta 

hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen dengan 

kedua pihak saling memperhatikan hak dan kewajibannya satu sama 

lain.50 

 
48 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif…, 40. 
49 Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen:Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 34. 
50 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen…, 12. 
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Undang - Undang Perlindungan Konsumen merupakan payung 

hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia, agar penerapan UUPK 

dapat terlaksana sesuai dengan tujuan diberlakukannya, maka perlu 

dilakukan langkah-langkah pengaturan perlindungan konsumen sebagai 

berikut:51 

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mudah diakses, 

informatif serta memberikan jaminan berupa kepastian hukum baik 

terhadap konsumen maupun pelaku usaha; 

b. Memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen secara 

khusus, dan juga melindungi kepentingan pelaku usaha secara 

umum; 

c. Meningkatkan mutu dan kualitas barang yang di produksi dan 

pelayanan jasa yang ditawarkan; 

d. Melindungi pihak konsumen dari kegiatan usaha yang bertujuan 

untuk mencurangi dan menyesatkan konsumen; 

e. Mengombinasikan sistem pengaturan, pengembangan serta 

pelaksanaan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan di 

bidang-bidang lainnya. 

 

Hukum perlindungan konsumen juga menjadi salah satu aspek 

penting dalam praktik ekonomi Islam. Dalam hukum Islam, 

perlindungan konsumen tidak hanya menyangkut hubungan keperdataan 

 
51 Abdul Halim Barkahtullah, Framework Sistem Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen di 

Indonesia (Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2017), 14. 
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saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, selain 

hubungan antar manusia, perlindungan konsumen juga berkaitan dengan 

hubungan manusia dengan Allah SWT. Perlindungan konsumen 

merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha kepada Allah 

SWT. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan terhadap hak dan 

kepentingan konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan 

kewajiban negara untuk melakukannya.52 

2. Tujuan Perlindungan Konsumen 

Setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

pemerintah tentu mempunyai tujuan, begitu juga dengan UUPK yang 

menjadi salah satu pilar pembangunan nasional juga mempunyai tujuan-

tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaannya pada bidang 

perlindungan konsumen. Berikut adalah tujuan perlindungan konsumen 

yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999:53  

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri (mempertahankan hak dan kepentingannya) 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/ atau 

jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 

 
52 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana, 2016), 24. 
53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen. 

 

3. Pengertian dan Hak serta Kewajiban Konsumen 

a. Pengertian Konsumen 

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris-Amerika yaitu 

consumer dan bahasa Belanda consument/ konsument. Secara 

harfiah konsumen merupakan lawan kata dari produsen yaitu setiap 

orang atau badan usaha yang menggunakan barang atau jasa 

tertentu. Pada kamus Bahasa Inggris-Indonesia arti kata dari 

consumer konsumen atau pengguna. Sedangkan secara umum 

konsumen didefinisikan sebagai pihak pemakai atau pengguna 

barang dan/ jasa untuk suatu tujuan tertentu.54 

Hukum Islam memberikan pengertian konsumen adalah 

setiap orang dan badan usaha yang menggunakan harta benda dan 

jasa yang sesuai dengan syariat baik digunakan untuk proses 

produksi ataupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

sebagai pemakai akhir. Dalam pandangan hukum Islam konsumen 

tidak terbatas pada perorangan saja, badan usaha juga 

dikategorikan sebagai konsumen.55  

 
54 Rosmawati, Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen…, 2. 
55 Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam (Yogyakarta: 

BPFE, 2004), 129. 
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Pengertian konsumen sebagaimana yang termuat pada 

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:56 “Konsumen 

adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain atau makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan”.  

Definisi konsumen yang dijabarkan dalam UUPK memiliki 

makna dan cakupan yang luas, sebagai contoh pada kata pemakai 

yang dimaksud sebagai pemakai pada kata tersebut tidak hanya 

manusia tapi juga makhluk hidup lainnya. Pemberian makna 

dengan cakupan yang luas tersebut merupakan usaha untuk 

mewujudkan tujuan perlindungan konsumen. Berikut merupakan 

penjelasan tentang pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat 2 

UUPK berdasarkan unsur-unsurnya:57  

1) Setiap orang: subjek dalam pengertian ini disebut konsumen 

yaitu setiap orang yang menyandang status sebagai pemakai 

barang dan atau jasa. Istilah “setiap orang” disini tidak 

dijelaskan apakah hanya mencakup orang secara individu atau 

termasuk badan usaha. Karena pada praktiknya yang menjadi 

konsumen itu tidak hanya individu saja, badan usaha juga 

 
56 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
57  Abdul Atsar dan Rani Apriani, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: 

Deepublish, 2019), 36-37. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

51 

 

 

merupakan konsumen, untuk itu makna konsumen tidak terbatas 

pada individu saja, badan usaha juga dapat dikategorikan 

sebagai konsumen. 

2) Pemakai: berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPK, makna pemakai 

ditekankan kepada konsumen akhir (ultunate cainsumer). 

Makna pemakai menurut UUPK adalah pihak yang secara 

langsung mengkonsumsi barang atau jasa baik itu individu/ 

badan usaha. Pemakai disini juga tidak harus pihak yang terlibat 

dalam kontrak jual beli. 

3) Barang dan atau jasa: Istilah barang dan atau jasa saat ini diganti 

dengan produk, karena produk bermakna barang atau jasa. 

Berdasarkan UUPK barang berarti setiap benda yang berwujud 

maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak, serta benda yang 

mempunyai nilai jual dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Sedangkan jasa merupakan layanan berupa 

pekerjaan ataupun prestasi yang ditujukan kepada masyarakat 

untuk dimanfaatkan. 

4) Tersedia dalam Masyarakat: Pada perdagangan yang semakin 

kompleks syarat ini bukan lagi menjadi syarat utama, karena 

saat ini keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan menjadi 

syarat utama dalam transaksi, saat ini perusahaan sudah terlebih 

dahulu melakukan transaksi walaupun barangnya belum ada. 
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5) Untuk kepentingan sendiri, keluarga, individu lain serta 

makhluk hidup lainnya: Unsur ini menunjukkan bahwa 

transaksi konsumen tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan 

juga untuk orang-orang di sekitarnya bahkan juga makhluk 

hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. 

6) Tidak untuk diperdagangkan: Unsur ini memberikan penegasan 

bahwa konsumen yang dilindungi oleh UUPK adalah konsumen 

yang secara langsung mengonsumsi suatu produk atau disebut 

konsumen akhir. Sebenarnya batasan ini tidak adil karena 

kemungkinan produk tersebut juga merugikan pihak selain 

konsumen akhir. 

Hukum perlindungan konsumen membagi konsumen 

menjadi tiga jenis konsumen sesuai dengan fungsinya:58  

1) Konsumen komersial, yaitu konsumen yang mendapatkan 

barang dan atau jasa untuk memproduksi barang dan atau jasa 

jenis lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 

2) Konsumen antara, yaitu konsumen yang mendapatkan barang 

dan atau jasa untuk diperjualbelikan kembali dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan. Konsumen antara ini juga disebut 

sebagai distributor, supplier, atau pengecer. 

 
58 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar…., 13. 
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3) Konsumen akhir, yaitu konsumen yang mendapatkan barang 

dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau 

disebut pengguna terakhir suatu produk. 

Berkaitan dengan pembagian jenis konsumen, dalam 

hukum Islam tidak terdapat pembagian jenis konsumen, menurut 

hukum Islam setiap individu maupun kelompok yang 

menggunakan dan memanfaatkan barang dan atau jasa baik yang 

menggunakan tersebut pihak terakhir ataupun masih menggunakan 

barang dan atau jasa tersebut untuk proses produksi selanjutnya 

semuanya disebut konsumen. Menurut hukum Islam, hak untuk 

mendapatkan keadilan berupa perlindungan konsumen merupakan 

hak setiap pihak yang bertindak sebagai konsumen baik pemakai 

akhir ataupun perantara.59  

b. Hak dan Kewajiban Konsumen  

John F. Kennedy dalam pidatonya menyebutkan hak-hak 

konsumen secara umum yang kemudian dikenal dengan empat hak 

dasar konsumen yang harus dilindungi:60  

1) Hak untuk memperoleh keamanan (the right to safety) 

2) Hak untuk memilih (the right tp choose) 

3) Hak untuk mendapatkan informasi (the right ti be informed) 

 
59 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen…, 20. 
60 Ibid., 47-48. 
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4) Hak untuk didengar (the right to be heard) 

Empat hak dasar yang telah disebutkan sebelumnya 

merupakan hak-hak konsumen yang diakui secara internasional, 

akan tetapi dalam perkembangannya organisasi konsumen 

internasional yaitu The International Organization of Consumer 

Union (IOCU) memberikan beberapa hak tambahan sebagai 

berikut;61  

1) Hak mendapatkan pendidikan konsumen 

2) Hak mendapatkan ganti atas kerugian yang dialami 

3) Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Pengaturan mengenai hak-hak konsumen di Indonesia 

terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen:62 

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang dan atau jasa; 

2) Hak untuk memilih barang dana tau jasa serta mendapatkan 

barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan; 

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan atau jasa; 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan 

atau jasa yang digunakan; 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian perlindungan konsumen secara patut; 

6) Hak untuk mendapatkan pembinaan serta pendidikan 

konsumen; 

 
61 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 31. 
62 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau 

penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

9) Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Selain mengatur mengenai hak-hak konsumen UUPK juga 

mengatur tentang kewajiban konsumen. Hubungan hak dan 

kewajiban konsumen harus seimbang, karena ketika hak harus 

dipenuhi maka kewajiban juga harus dilaksanakan. Berikut 

merupakan kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 

UUPK:63 “1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan 

prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan; 2) Beritikad baik dalam melakukan 

transaksi pembelian barang dan atau jasa; 3) Membayar sesuai 

dengan nilai tukar yang telah disepakati; 4) Mengikuti upaya 

penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen dengan 

patut.  

Saat melakukan kegiatan usaha konsumen harus 

melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam 

Pasal 5 UUPK. Jika konsumen tidak melaksanakan kewajibannya, 

saat konsumen mengalami kerugian, hal tersebut tidak menjadi 

tanggung jawab pelaku usaha. Selain itu jika kewajiban konsumen 

tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya pelaku usaha juga dapat 

 
63Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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menahan hak-hak konsumen, karena hak dan kewajiban konsumen 

harus dilaksanakan secara berimbang, maka jika kewajiban 

konsumen tidak dilaksanakan, pelaku usaha juga dapat untuk tidak 

memenuhi hak-hak konsumen. 

4. Pengertian dan Hak serta Kewajiban Pelaku Usaha 

a. Pengertian Pelaku Usaha 

Undang- Pelaku usaha merupakan salah satu pilar penting 

dalam kegiatan usaha. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen menjelaskan pengertian dari pelaku usaha 

sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan 

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang 

tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara 

Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi”.64 

Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan yang 

termasuk dalam kategori pelaku usaha adalah perusahaan, 

korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan 

pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum 

Republik Indonesia. Untuk itu eksportir tidak termasuk dalam 

 
64 Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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kategori pelaku usaha menurut UUPK karena wilayah hukum 

eksportir berada di luar Republik Indonesia. 

Pelaku usaha tidak terbatas pada individu atau badan usaha 

yang membuat barang atau menyediakan jasa saja, individu atau 

badan usaha yang bertugas menawarkan dan mengedarkan barang 

dan atau jasa sampai kepada konsumen juga termasuk dalam 

kategori pelaku usaha menurut UUPK.65  

Pembahasan tentang perlindungan konsumen tidak dapat 

dipisahkan dari pembahasan mengenai hak dan kewajiban 

produsen. Directive (Product Liability Directive: Pedoman 

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) perihal Hukum Perlindungan 

Konsumen) menjelaskan pengertian produsen sebagai berikut:66  

1) Pihak yang bertugas mengelolah barang mentah menjadi suatu 

produk. Sebagai produsen, mereka mempunyai tanggung jawab 

terhadap kerugian-kerugian yang timbul dari barang yang 

mereka ciptakan, termasuk kerugian atas barang yang cacat; 

2) Pihak yang menyediakan bahan mentah atau komponen suatu 

produk; 

3) Pihak-pihak yang mencantumkan nama, merek ataupun atribut 

lain pada produk yang menampakkan dirinya sebagai produsen 

suatu barang. 

 

 
65 Abdul Atsar dan Rani Apriani, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen…., 51. 
66 Celina, Hukum Perlindungan…., 42. 
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b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Pelaku usaha merupakan salah satu pilar penting dalam 

kegiatan usaha. Pelaku usaha berperan sebagai penyedia barang 

dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Undang -Undang 

Perlindungan Konsumen mengatur hal-hal yang menjadi hak dan 

kewajiban pelaku usaha dengan tujuan agar dapat tercipta kegiatan 

usaha yang sehat. Hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen:67  

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau 

jasa yang diperdagangkan; 

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang tidak beritikad tidak baik; 

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara 

hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 

barang dana tau jasa yang diperdagangkan; 

5) Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 

Adapun terkait kewajiban yang dibebankan kepada pelaku 

usaha terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen:68  

1) Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya; 

 
67 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
68 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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2) Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dana tau 

diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan atau jasa 

yang berlaku; 

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan 

atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi 

jaminan dana tau garansi atas barang yang dibuat dan atau 

diperdagangkan; 

6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakauan dan pemanfaatan 

barang dan atau jasa yang diperdagangkan; 

7) Memberi kompensasi, ganti rugi dana tau pengganti apabila 

barang dana tau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 

sesuai dengan perjanjian. 

 

C. Laundry Sepatu 

1. Pengertian Laundry Sepatu 

Jasa Laundry merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak di 

bidang jasa yang menawarkan pelayanan berupa pencucian terhadap 

pakaian kepada konsumen. Kata Laundry dalam Bahasa Indonesia 

bermakna penatu, cucian dan pakaian kotor. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia menjabarkan pengertian dari penatu yaitu jenis usaha yang 

memberikan pelayanan berupa pencucian dan penyetrikaan pakaian.69 

Laundry juga berarti proses pencucian yang dilakukan untuk 

membersihkan berbagai jenis kotoran dan noda yang terdapat pada 

 
69 Kadek Tia Yuliastari et al, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry terhadap Kerugian 

Konsumen di Kabupaten Buleleng,” Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 

Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3 (2018): 228. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

60 

 

 

pakaian dan benda lainnya berbahan tekstil menggunakan air dan 

deterjen.70 

Pada literatur lain disebutkan bahwa Laundry merupakan bagian 

dari housekeeping hotel yang mempunyai tanggung jawab terhadap 

bagian pencucian hotel meliputi pencucian pakaian tamu, pakaian 

karyawan, serta linen-linen hotel. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

diketahui pada awalnya Laundry merupakan bagian pencucian di hotel, 

akan tetapi karena kebutuhan manusia yang berkembang, saat ini 

Laundry tidak hanya menjadi bagian pencucian di hotel melainkan juga 

salah satu usaha di bidang jasa yang keberadaannya banyak ditemui di 

tengah masyarakat, tidak hanya di hotel. Sejalan dengan perkembangan 

Laundry, jenis benda yang dapat di Laundry-kan pun bertambah, saat ini 

tidak hanya pakaian, sprai dan selimut saja yang bisa di Laundry, jasa 

Laundry saat ini juga menawarkan pelayanan berupa pencucian dan 

perawatan terhadap sepatu.71  

Berdasarkan pengertian Laundry yang sudah dijabarkan diatas, 

maka Laundry sepatu merupakan suatu jenis usaha di bidang jasa yang 

mempunyai layanan berupa pencucian dan perawatan sepatu. Jasa 

Laundry sepatu mempunyai berbagai jenis layanan pencucian dan 

 
70 Venecia Damayanthie, Bisnis Laundry Kiloan (Yogyakarta: PT. Buku Kita, 2010), 12. 
71 Pontianus Kuswiyata, Mengenal Laundry (Yogyakarta: Deepublish, 2016), . 
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perawatan sepatu yang ditawarkan kepada konsumen, berikut merupakan 

jenis-jenis layanan yang umum ditawarkan oleh jasa Laundry sepatu:72 

a. Normal clean adalah layanan berupa pencucian bagian atas sepatu 

dan sol tengah; 

b. Deep clean adalah layanan berupa pencucian terhadap seluruh 

bagian sepatu; 

c. Leather care adalah layanan berupa perawatan terhadap sepatu 

berbahan kulit beserta pemberian semir terhadap sepatu; 

d. Repaint/Recolor adalah layanan berupa perwarnaan ulang terhadap 

sepatu baik karena warna yang pudar atau konsumen yang ingin 

mengganti warna 

e. Reglue adalah layanan berupa pemberian lem terhadap sol sepatu 

yang lepas ataupun lem ulang sol sepatu agar tidak mudah lepas; 

f. Unyellowing Midsole/Canvas adalah layanan berupa membersihkan 

dan menghilangkan noda kuning pada sepatu. 

 
72 Theo Yose Pratama Pasaribu, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Laundry Sepatu 

Atas Kelalaian Pelaku Usaha Laundry Sepatu Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Pada Usaha 

Laundry Sepatu Di Medan Johor)”. Skripsi—Universitas Sumatra Utara, 2021, . 
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BAB III 

PRAKTIK JASA LAUNDRY SEPATU DI LAUNDRY SEPATU “JANJI 

BERSIH” 

 

A. Gambaran Umum Jasa Laundry Sepatu “Janji Bersih” 

1. Profil Jasa Laundry Sepatu “Janji Bersih” 

Laundry sepatu “janji bersih” merupakan usaha yang bergerak di 

bidang jasa dengan pelayanan berupa pencucian, perawatan, serta 

pewarnaan sepatu. Lokasi Laundry sepatu “janji bersih” berada di 

Perumahan Pabean Asri, Pabean, Sedati, Sidoarjo. Berkaitan dengan 

pelayanan terhadap pelanggan, Laundry sepatu “janji bersih” 

mempunyai komitmen untuk mengutamakan kebersihan, ketepatan serta 

kecepatan dalam mengerjakan sepatu pelanggan. Artinya dalam 

praktiknya Laundry sepatu “janji bersih” berkomitmen untuk menjamin 

setiap sepatu pelanggan dicuci hingga bersih dan tidak ada noda yang 

tertinggal, ketepatan dalam pencucian dan perawatan sesuai layanan 

yang dipilih, serta berusaha untuk menyelesaikan pengerjaan sepatu tepat 

waktu sesuai dengan paket yang sudah dipilih. Jam operasional Laundry 

sepatu “janji bersih” yaitu pukul 09.00 pagi-21.00 malam WIB.1 

 
1  M. Hanif Qolbu (Pemilik Laundry Sepatu “Janji Bersih”), Wawancara, Sidoarjo, 24 Februari 

2022 
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2. Latar Belakang Berdirinya Laundry Sepatu “Janji Bersih” 

Laundry sepatu “janji bersih” didirikan oleh Hanif, Awal mula 

tercetus ide untuk mendirikan usaha Laundry sepatu “janji bersih” terjadi 

saat setelah tes SBMPTN, saat itu untuk mengisi waktu luang sembari 

menunggu hasil tes SBMPTN terbesit ide untuk mencoba membukan 

usaha Laundry sepatu dengan harapan usaha Laundry sepatu ini dapat 

berkembang kedepannya. Sebelum memulai usaha, hanif mempelajari 

metode perawatan sepatu dari internet dan pemilik Laundry sepatu yang 

lebih berpengalaman. Saat awal membuka jasa Laundry hanif hanya 

berbekal paket usaha Laundry sepatu yang terdiri dari sabun, sikat cuci 

sepatu serta pewangi beserta alat pengering.2 

 

B. Produk/Layanan dan Fasilitas Jasa Laundry Sepatu “Janji Bersih” 

Pada praktiknya Laundry sepatu “janji bersih” menawarkan 

berbagai layanan pencucian dan perawatan sepatu dengan variasi harga 

yang berbeda di setiap layanan yang ditawarkan. Berikut merupakan jenis 

produk/layanan yang ditawarkan Laundry sepatu “janji bersih”: 

1. Cleaning 

Merupakan layanan yang memberikan perawatan berupa 

pencucian terhadap sepatu untuk menghilangkan noda dan kotoran yang 

terdapat peda sepatu pelanggan. Laundry sepatu menggunakan deterjen 

 
2 M. Hanif Qolbu (Pemilik Laundry Sepatu “Janji Bersih”), Wawancara, Sidoarjo, 24 Februari 

2022 
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yang sesuai dengan bahan sepatu serta berasal dari bahan-bahan alami 

yang aman untuk sepatu.3 

a. Deep Clean Midle 

Merupakan layanan pencucian sepatu yang memberikan 

layanan berupa pencucian terhadap outsole, insole, outsole, upper, 

dan laces. Layanan deep clean mempunyai 2 jenis yaitu deep clean 

midle dan hard. Deep clean midle merupakan layanan pencucian 

yang ditujukan untuk sepatu yang tidak terlalu kotor, artinya noda 

yang terdapat pada sepatu tersebut tidak terlalu banyak. Sedangkan 

deep clean hard merupakan layanan pencucian sepatu terhadap 

sepatu yang terdapat banyak noda dan kotoran, artinya sepatu 

tersebut saat di Laundry sangat kotor. Untuk biaya layanan deep 

clean midle dipatok dengan harga Rp. 40.000 untuk deep clean 

hard dipatok dengan harga Rp. 50.000. Selama bulan Februari 

hingga Maret layanan deep clean midle dan hard, Laundry sepatu 

“janji bersih” memberikan potongan harga sebesar Rp. 20.000. 

Waktu pengerjaan layanan deep clean midle dan hard memakan 

waktu 3-5 hari pengerjaan. 

b. Fast Cleaning 

Fast cleaning adalah layanan Laundry sepatu “janji bersih” 

berupa pencucian sepatu pada bagian midsole, outsole, dan 

 
3 M. Hanif Qolbu (Pemilik Laundry Sepatu “Janji Bersih”), Wawancara, Sidoarjo, 27 Februari 

2022 
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upper/luar sepatu, sedangkan bagian dalam sepatu dan tali sepatu 

tidak termasuk fasilitas yang didapatkan pada layanan fast 

cleaning. Layanan fast cleaning dipatok dengan harga Rp. 30.000, 

waktu pengerjaan layanan fast cleaning sama seperti deep cleaning 

yaitu 2 hari. 

c. Girl’s Shoes 

Merupakan layanan yang menawarkan jasa pencucian 

sepatu terhadap sepatu perempuan seperti heels, vantovel wanita, 

dan jenis sepatu wanita lainnya. Pada layanan girl’s shoes, 

pencucian meliputi seluruh bagian sepatu. Layanan ini dipatok 

dengan harga Rp. 30.000 dengan waktu pengerjaan 3-5 hari. 

d. Kid’s Shoes 

Layanan yang menawarkan jasa pencucian terhadap sepatu 

anak. Layanan Kid’s shoes melakukan pencucian terhadap seluruh 

bagian sepatu anak. Harga untuk layanan ini dipatok Rp. 25.000 

dan waktu pengerjaan sama dengan layanan yang sudah disebutkan 

sebelumnya yaitu 2-3 hari. 

e. Sandal 

Layanan ini menawarkan jasa pencucian terhadap sandal, 

baik sandal anak, pria, wanita, unisex (yang bisa dipakai pria dan 

wanita). Waktu pengerjaan layanan pencucian Sandal adalah 2-3 

hari dengan harga Rp. 25.000. 

f. Boost Shoes  
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Layanan yang menawarkan pencucian terhadap sepatu 

gunung. Terdapat 2 macam layanan boost shoes yaitu, boost shoes 

midle dan hard. Boost shoes midle merupakan layanan pencucian 

terhadap sepatu gunung yang tidak terlalu banyak noda dan 

kotorannya. Sedangkan boost shoes hard adalah layanan pencucian 

terhadap sepatu gunung yang sangat kotor atau terdapat banyak 

noda. Layanan ini memberikan fasilitas pencucian terhadap seluruh 

bagian sepatu gunung meliputi upper, midsole, outsole, dan laces. 

Untuk boost shoes midle dipatok dengan harga Rp. 65000 per 

pasang sepatu, sedangkan yang boost shoes hard dipatok dengan 

harga Rp. 75000 per pasang dengan waktu pengerjaan 3-5 hari. 

g. One Day Service 

One day service merupakan layanan pencucian sepatu yang 

proses pengerjaan layanan dilakukan dalam waktu 24 jam. Layanan 

ini diperuntukkan bagi pelanggan yang membutuhkan sepatu 

mereka bersih kembali dalam waktu yang cepat. Layanan 

pencucian ini memberikan perawatan terhadap seluruh bagian 

sepatu yaitu outsole, midsole, insole/dalam sepatu, upper/luar 

sepatu, laces/tali sepatu. Untuk layanan ini di patok dengan harga 

Rp. 80.000 per pasang. 

h. Unyellowing  

Merupakan perawatan khusus terhadap midsole sepatu yang 

menguning, layanan ini ditujukan untuk midsole sepatu berbahan 
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rubber atau karet. Layanan ini bertujuan untuk mengembalikan 

warna midsole yang telah menguning dengan menggunakan bahan 

kimia khusus yang digunakan untuk mengoksidasi sepatu. 

Perawatan jenis ini hanya dapat dilakukan maksimal 2 kali saja. 

Bagian sepatu yang mendapat perawatan hanya bagian midsole 

dengan bahan rubber/karet. Waktu pengerjaan yang dibutuhkan 

berkisar 2 hari 

i. Whitening 

Perawatan khusus untuk sepatu berbahan canvas dan mesh 

yang mempunyai warna putih dan warna-warna cerah. Perawatan 

yang diberikan berupa pencucian sepatu untuk membersihkan noda 

serta menghilangkan noda menguning pada bagian upper sepatu. 

Bagian sepatu yang mendapat perawatan yaitu bagian upper atau 

luar saja. Waktu pengerjaan layanan ini adalah 2 sampai 3 hari.  

2. Repaint (ganti warna) 

Repaint merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh 

Laundry sepatu “janji bersih” berupa pewarnaan ulang dan penggantian 

warna pada sepatu pelanggan. Penggantian warna dan pewarnaan ulang 

sepatu ini mempunyai beberapa macam layanan menyesuaikan dengan 

jenis bahan sepatu pelanggan. Untuk layanan repaint terdapat pilihan 

yaitu pelanggan dapat mengganti warna sepatu atau tetap pada warna 

sepatu sebelum di Laundry. Pelanggan yang memilih layanan repaint 
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jenis apapun akan mendapatkan free berupa layanan deep clean midle, 

berikut macam-macam layanan repaint:4 

a. Change Color 

Merupakan layanan yang menawarkan penggantian warna 

sepatu kepada pelanggan. Saat akan menggunakan layanan ini, 

pelanggan terlebih dahulu  menentukan warna yang diinginkan, 

kemudian pihak Laundry akan mencari warna yang diminta sesuai 

dengan jenis bahan sepatu pelanggan, setelah itu barulah sepatu 

pelanggan dikerjakan, untuk masa waktu pengerjaan memakan 

waktu selama 4 sampai 6 hari. Layanan ini dipatok dengan harga 

Rp. 200.000 untuk sepasang sepatu. 

b. Repaint Canvas  

Layanan berupa perawatan dan pewarnaan ulang khusus 

sepatu berbahan canvas atau kain. Layanan ini ditujukan untuk 

mencerahkan kembali sepatu berbahan canvas yang warnanya 

sudah pudar. Bagian yang mendapatkan perawatan adalah bagian 

upper canvas. Untuk warna pelanggan dapat memilih atau request 

warna sesuai yang diinginkan, waktu pengerjaan 5 sampai 6 hari. 

Layanan ini dipatok dengan harga Rp. 125.000 untuk satu pasang 

sepatu. 

c. Repaint Leather  

 
4M. Hanif Qolbu (Pemilik Laundry Sepatu “Janji Bersih”), Wawancara, Sidoarjo, 27 Februari 

2022. 
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Layanan berupa perawatan dan pewarnaan ulang khusus 

sepatu berbahan kulit. Layanan ini ditujukan untuk sepatu 

berbahan kulit yang warnanya pudar atau mulai kusam. Bagian 

yang mendapat perawatan adalah upper leather/kulit. Pelanggan 

dapat request warna sesuai warna yang diinginkan. Waktu 

pengerjaan 5 sampai 6 hari.  Untuk repaint leather dipatok dengan 

harga Rp. 185.000 untuk sepasang sepatu. 

d. Repaint Midsole  

Merupakan layanan perawatan sepatu berupa pewarnaan 

khusus untuk bagian midsole sepatu. Layanan ini merupakan solusi 

untuk mengembalikan warna midsole yang sudah mulai kusam 

ataupun menguning selain layanan unyellowing.  Sesuai dengan 

namanya bagian sepatu yang mendapat perawatan adalah midsole 

rubber/foam/wood. Untuk warna pelanggan dapat request sesuai 

dengan keinginan. Waktu pengerjaan 5 sampai 6 hari dengan harga 

Rp. 150.000 per pasang.  

e. Repaint Suede/Nubuck 

Layanan perawatan sepatu berupa pewarnaan khusus untuk 

sepatu berbahan suede. Layanan ini dapat digunakan untuk sepatu 

berbahan suede yang warna bagian upper-nya sudah mulai pudar 

atau kusam. Bagian yang mendapat perawatan adalah upper suede. 

Untuk warna pelanggan dapat request sesuai keinginan kepada 
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pihak Laundry. Waktu pengerjaan 5 sampai 6 hari dengan harga 

Rp. 130.000 per pasang. 

3.  Repair (mengganti bagian sepatu yang rusak) 

Merupakan layanan perawatan sepatu terhadap bagian-bagian 

sepatu yang rusak. Bentuk perawatannya berupa mengganti bagian 

sepatu yang rusak, berikut  merupakan jenis-jenis layanan repair:5 

a. Re-Upper  

Merupakan layanan perawatan sepatu berupa penggantian 

terhadap semua bagian sepatu yang rusak. Layanan ini ditujukan 

untuk sepatu yang seluruh bagiannya sudah tidak layak pakai. 

Seluruh bagian sepatu diganti meliputi upper, insole, midsole, 

outsole dan bagian lainnya. Untuk layanan ini tidak memfasilitasi 

untuk ganti warna, artinya warna sepatu tetap seperti saat sebelum 

di Laundry. Waktu pengerjaaan layanan ini berkisar 6 sampai 7 hari 

dengan harga Rp. 480.000.  

b. Ganti Lining  

Merupakan layanan berupa penggantian terhadap bagian 

dalam sepatu yang rusak. Layanan ini ditujukan untuk bagian 

dalam sepatu yang rusak. Bagian yang diganti dalam layanan ini 

hanya bagian dalam sepatu saja. Waktu pengerjaanya berkisar 5 

hari dengan harga Rp. 250.000. 

 
5 M. Hanif Qolbu (Pemilik Laundry Sepatu “Janji Bersih”), Wawancara, Sidoarjo, 27 Februari 

2022 
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c.  Ganti Hell-Tab 

Layanan perawatan sepatu berupa penggantian pada bagian 

hell-tab yang sudah rusak. Hell-tab merupakan bagian sepatu yang 

berfungsi melindungi pergelangan kaki sehingga memberikan rasa 

nyaman saat memakai sepatu. Perawatan dilakukan hanya pada 

bagian hell-tab saja. Proses pengerjaan memakan waktu selama 5 

hari dengan harga Rp. 180.000. 

d. Reglue  

 Layanan perawatan terhadap bagian-bagian sepatu yang 

rusak, seperti midsole atau outsole. Perawatan berupa memasang 

kembali midsole atau outsole yang lepas dengan cara di lem ataupun 

dengan mengganti midsole atau outsole jika rusak parah. Untuk 

waktu pengerjaan dan harga layanan ini ditentukan dari tingkat 

kerusakan midsole atau outsole sepatu pelanggan, berkisar dari Rp. 

50.000-180.000. 

 

C. Praktik Jasa Laundry Sepatu “Janji Bersih” 

Kehadiran jasa Laundry sepatu “janji bersih” memudahkan 

konsumen untuk melakukan perawatan terhadap sepatu milik konsumen, 

dengan berbagai layanan yang ditawarkan, konsumen dapat memilih 

layanan yang sesuai dengan perawatan yang dibutuhkan sepatu konsumen. 

Laundry sepatu “janji bersih” melakukan pencucian sepatu pelanggan 

secara manual, yaitu pihak Laundry mencuci sepatu pelanggan 
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menggunakan tangan, pihak Laundry menjelaskan mencuci sepatu 

menggunakan dengan tangan lebih menjaga kondisi sepatu dan terdapat 3 

(tiga) jenis sikat yang digunakan pihak Laundry untuk mencuci sepatu 

pelanggan menyesuaikan bahan sepatu. Untuk sabun yang digunakan 

merupakan sabun khusus sepatu dan sabun yang digunakan juga 

menyesuaikan dengan bahan sepatu pelanggan. Untuk mengeringkan sepatu 

yang telah selesai dicuci, pihak Laundry menggunakan alat pengering yang 

sejenis dengan pengering rambut untuk mengeringkan sepatu, karena jika 

dikeringkan menggunakan sinar matahari langsung dapat membuat warna 

sepatu cepat pudar.6 

Jasa Laundry sepatu “janji bersih” menawarkan fasilitas dan 

kelebihan seperti berikut bagi pelanggan yang menggunakan layanan 

Laundry: 

1. Menggunakan detergen dari bahan alami yang khusus untuk sepatu dan 

disesuaikan dengan bahan sepatu 

2. Pencucian dan perawatan dilakukan secara manual sehingga aman untuk 

sepatu 

3. Terdapat layanan ambil dan antar ke tempat pelanggan 

4. Tersedia layanan konsultasi untuk pelanggan terkait kondisi sepatu dan 

layanan yang sesuai. 

Selain fasilitas pihak Laundry juga memiliki beberapa syarat dan 

ketentuan sebagai berikut: 

 
6 (Pemilik Laundry Sepatu “Janji Bersih”), Wawancara, Sidoarjo, 27 Februari 2022 
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1. Pembayaran dilakukan diawal dan secara penuh (full payment) 

2. Untuk layanan ambil antar ke tempat pelanggan minimal 2 (dua sepatu) 

3. Untuk sepatu yang tidak diambil dalam waktu 30 hari terhitung dari 

sepatu selesai dikerjakan, maka sudah bukan tanggung jawab pihak 

Laundry. 

 

Pihak Laundry menjelaskan bahwa diawal tidak ada kesepakatan 

khusus dengan pelanggan, kesepakatan yang dibuat seperti pada umumnya 

pelanggan memilih layanan dan membayar biaya layanan. Mengenai 

permasalahan yang sering terjadi di Laundry sepatu “janji bersih”, pihak 

Laundry menyebutkan permasalahan yang lumayan sering terjadi adalah 

pelanggan yang komplain karena merasa pihak Laundry kurang bersih saat 

mencucikan sepatunya, terutama sepatu putih, ada pelanggan yang datang 

langsung saat mengajukan komplain dan ada juga yang menghubungi lewat 

Chat pihak Laundry mengatakan bahwa pelanggan yang mengajukan 

komplain lewat Chat biasanya tidak berani untuk mengajukan komplain 

secara langsung. Kompensasi yang diberikan oleh pihak Laundry adalah 

mencucikan kembali sepatu tersebut, dan untuk kompensasi ini tidak 

tercantum pada syarat dan ketentuan Laundry sehingga yang mendapatkan 

kompensasi ini hanya pelanggan yang mengajukan komplain saja, 

sedangkan yang tidak berani atau ragu untuk komplain tidak mendapatkan 

kompensasi. Permasalahan lainnya terjadi saat jumlah pelanggan yang 

datang ke Laundry lebih banyak dari biasanya dan pelanggan tersebut 

mayoritas menggunakan layanan deep clean midle dan one day service, 
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karena pihak Laundry mencuci sepatu pelanggan secara manual sehingga 

saat itu beberapa sepatu pelanggan tidak dapat selesai dicuci sesuai dengan 

waktu yang terdapat pada layanan, terutama pada layanan one day service. 

Permasalahan lainnya yang pernah terjadi yaitu sepatu pelanggan yang 

mengalami kelunturan dan mengelupas pada sepatu yang berbahan kulit.7 

Menurut pelanggan Laundry sepatu “janji bersih”, pelayanan yang 

diberikan oleh pihak Laundry saat pelanggan datang ke Laundry untuk 

melakukan perawatan atau pencucian sepatu sudah baik, selain itu pihak 

Laundry juga menjelaskan kepada pelanggan mengenai layanan yang 

dimiliki Laundry sepatu “janji bersih” dan juga merekomendasikan layanan 

yang sesuai dengan kondisi sepatu pelanggan saat itu. Namun dalam 

praktiknya pihak Laundry beberapa kali lalai dalam melakukan pencucian 

ataupun perawatan sepatu pelanggan. Berikut wawancara dengan beberapa 

pelanggan yang pernah mengalami kendala saat menggunakan layanan 

Laundry sepatu “janji bersih”. 

Rahman menuturkan bahwa dirinya pernah mengalami kendala saat 

mencucikan sepatunya di Laundry sepatu “janji bersih”, saat Rahman 

mengecek sepatu yang baru diambilnya dari Laundry, ternyata sepatu 

miliknya yang dicucikan pihak Laundry mengalami kelunturan, kemudian  

Rahman segera melakukan komplain ke pihak Laundry, pihak Laundry 

mengakui kalau kelunturan tersebut merupakan kelalaian dari pihak 

 
7 M. Hanif Qolbu (Pemilik Laundry Sepatu “Janji Bersih”), Wawancara, Sidoarjo, 27 Februari 

2022 
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Laundry, kemudian dirinya meminta ganti rugi berupa uang sebesar 50% 

dari harga sepatunya, akan tetapi pihak Laundry menyatakan bahwa mereka 

tidak sanggup dan jika ada sepatu pelanggan yang mengalami kelunturan 

akibat kelalaian pihak Laundry maka akan diperbaiki dengan layanan 

repaint canvas (karena sepatunya berbahan canvas), dengan berat hati 

Rahman menerima tawaran tersebut, dan setelah di repaint warna sepatu 

tetap terlihat berbeda dengan warna sebelum di Laundry. Rahman merasa 

kecewa dan dirugikan dengan kejadian tersebut, menurutnya pihak Laundry 

harus lebih berhati-hati saat mengerjakan sepatu milik pelanggan dan 

mengurangi kelalaian yang dapat merugikan pelanggan dan berusaha agar 

kelalaian tersebut  untuk tidak terulang lagi.8 

Berikutnya Nida yang juga merupakan pemakai jasa Laundry sepatu 

“janji bersih”, Nida juga pernah mengalami kerugian saat mencucikan 

sepatunya di Laundry sepatu “janji bersih”, permasalahan yang dialami 

berbeda dengan Rahman, Nida menggunakan layanan one day service, saat 

itu dia membutuhkan sepatu bersih dengan cepat karena sepatu tersebut 

akan digunakan untuk acara di sore hari pada hari berikutnya. Nida 

memberikan sepatu kepada pihak Laundry pada jam 11 pagi jika menurut 

pada ketentuan layanan one day service maka sepatu akan siap untuk 

diambil antara pukul 11 pagi sampai 12 siang di hari berikutnya, akan tetapi 

saat Nida akan mengambil sepatu nya pada jam 12 siang, sepatunya belum 

selesai dikerjakan dan pengambilan diundur menjadi jam 4 sore, pihak 

 
8 M. Rahman (Pelanggan Laundry Sepatu “Janji Bersih”), Wawancara, Sidoarjo, 01 Maret 2022. 
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Laundry beralasan bahwa saat itu layanan pencucian mereka sedang 

overload dan mereka meminta maaf karena tidak menginfokan perihal 

tersebut sebelumnya. Meskipun pihak Laundry sudah meminta maaf, Nida 

tetap merasa kecewa dan dirugikan karena uangnya tidak bisa kembali serta 

sepatu nya juga tidak dapat diambil tepat waktu dan tidak dapat digunakan.9 

Permasalahan yang dialami Winda berbeda dengan dua pelanggan 

sebelumnya, Winda menggunakan layanan deep clean midle sesuai 

rekomendasi pihak Laundry, karena keadaan sepatu Winda saat itu memang 

tidak terlalu kotor, hanya terdapat noda hitam saja, pada waktu itu Winda 

juga menggunakan layanan pick up dari Laundry, sehingga sepatu Winda 

akan diambil di rumah saat mau di cuci dan setelah selesai akan diantar. 

Sepatu yang Winda cucikan bewarna putih, harapannya saat itu dengan 

layanan deep clean midle noda hitam di sepatunya akan hilang. Akan tetapi 

saat sepatu sudah diantarkan ke rumah dan Winda mengecek sepatunya 

masih terdapat beberapa noda hitam. Saat ditanya mengapa Winda tidak 

melakukan komplain kepada pihak Laundry, Winda menjawab karena 

diawal tidak ada kesepakatan antara dirinya dengan pihak Laundry jika 

sepatu kurang bersih bisa dicucikan kembali atau tidak, dan pihak Laundry 

juga tidak mengatakan bahwa jika nanti jika sepatu kurang bersih bisa 

dicucikan kembali, sehingga saat itu meskipun kecewa karena sudah 

membayar jasa akan tetapi hasilnya tidak sesuai, Winda berusaha untuk 

 
9 Nida Arifah (Pelanggan Laundry Sepatu “Janji Bersih”), Wawancara, Sidoarjo, 01 Maret 2022. 
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memaklumi, ia juga berharap kedepannya pihak Laundry lebih bertanggung 

jawab atas sepatu pelanggan.10 

Dian yang juga merupakan pelanggan jasa Laundry sepatu “janji 

bersih” juga pernah mengalami kendala saat mencucikan sepatu di Laundry 

sepatu “janji bersih”, saat mengalami kendala merupakan kedua kalinya 

dian menggunakan jasa Laundry sepatu “janji bersih”, saat pertama kali 

menggunakan jasa Laundry sepatu “janji bersih” Dian mengatakan tidak ada 

masalah, namun saat kedua kalinya dia menggunakan jasa Laundry sepatu 

“janji bersih”, sepatu yang ia Laundry-kan pada bagian upper/luar yang 

berbahan kulit sintetis mengelupas, padahal sebelum di Laundry keadaan 

bagian upper sepatunya tidak ada yang mengelupas. Saat Dian mengajukan 

komplain, pihak Laundry mengatakan bahwa hal itu terjadi karena kelalaian 

bagian cleansing Laundry pada saat mencuci sepatu milik Dian. Saat itu 

Laundry sepatu “janji bersih” belum mempunyai layanan repaint leather, 

sehingga mereka memberikan ganti rugi senilai 4 kali dari biaya layanan 

Laundry yang digunakan Dian pada saat itu, yaitu deep clean midle. Harga 

deep clean midle adalah Rp. 40.000, maka ganti rugi yang didapat Dian 

sebesar Rp. 160.000, menurut Dian jumlah tersebut tidak sebanding dengan 

kerugian yang dia terima, karena untuk melakukan memperbaiki sepatunya 

yang mengelupas biaya nya lebih dari itu, Dian sempat mengutarakan 

pendapatnya bahwa  jumlah tersebut untuk memperbaiki saja kurang apalagi 

 
10 Winda Utami (Pelanggan Laundry Sepatu “Janji Bersih”), Wawancara, Sidoarjo, 28 Februari 

2022. 
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membeli baru, namun pihak Laundry hanya menyanggupi sebesar itu saja. 

Menurut Dian jika memang belum bisa memberikan ganti rugi yang sesuai, 

seharusnya pihak laudry lebih berhati-hati saat mengerjakan sepatu 

pelanggan.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Dian Permata (Pelanggan Laundry Sepatu “Janji Bersih”), Wawancara, Sidoarjo, 28 Februari 

2022. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 

TAHUN 1999 TERHADAP PRAKTIK JASA LAUNDRY SEPATU 

“JANJI BERSIH” 

 

A. Tinjauan Terhadap Praktik Jasa Laundry Sepatu “Janji Bersih” 

Jasa Laundry sepatu “janji bersih” merupakan usaha yang bergerak 

di bidang usaha jasa pelayanan. Laundry sepatu “janji bersih” menawarkan 

berbagai macam layanan jasa pencucian dan perawatan sepatu kepada 

pelanggannya. Layanan pencucian yang ditawarkan antara lain fast clean, 

one day service, deep clean. Sedangkan layanan perawatan sepatu terdiri 

dari repaint, repair, dan unyellowing. Saat ini layanan pencucian 

merupakan yang paling sering digunakan konsumen. 

Praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih” diperuntukkan bagi 

konsumen yang membutuhkan jasa pencucian dan perawatan sepatu. 

Konsumen dapat memilih layanan yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan 

sepatunya, pihak Laundry membantu konsumen dengan menjelaskan 

layanan yang tersedia kemudian juga membantu merekomendasikan 

layanan yang sesuai jika konsumen bingung memilih layanan yang sesuai. 

Setelah memilih layanan, konsumen membayar biaya layanan yang dipilih 

sesuai dengan harga yang sudah ditentukan pihak Laundry. Sepatu 

konsumen diserahkan kepada pihak Laundry dan konsumen mendapatkan 

nota sebagai bukti pembayaran, akan tetapi pada saat kesepakatan diawal 
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terjadi tidak dijelaskan oleh pihak Laundry terkait ganti rugi jika terjadi 

kerusakan atau jika pengerjaan layanan tidak sesuai oleh pihak Laundry, 

pihak konsumen juga tidak menanyakan terkait hal tersebut. 

Saat mengerjakan sepatu pelanggan pihak Laundry beberapa kali 

melakukan kelalaian yang menyebabkan sepatu pelanggan berubah 

kondisinya ataupun kelalaian saat mengerjakan layanan. Sepatu pelanggan 

yang rusak tersebut disebabkan oleh pihak Laundry yang kurang berhati-

hati saat menggunakan detergen sehingga menyebabkan sepatu pelanggan 

warnanya luntur dan kulit sepatu mengelupas. Sedangkan kelalaian 

mengerjakan layanan yang sering terjadi pihak Laundry kurang bersih saat 

mencuci sepatu, terutama sepatu dan sepatu selesai dikerjakan tidak tepat 

waktu sesuai dengan yang tertera pada ketentuan layanan, hal tersebut 

dikarenakan pihak Laundry sedang overload. Kondisi tersebut tentu 

menyebabkan kerugian pada pihak pelanggan dan terkait ganti rugi yang 

seharusnya didapatkan akibat kerugian tersebut juga tidak diatur oleh pihak 

Laundry pada saat kesepakatan awal ataupun di syarat dan ketentuan 

Laundry, hal-hal seperti ini yang seharusnya diperbaiki pihak Laundry yaitu 

lebih bertanggung jawab terhadap amanah pelanggan dan terkait ganti rugi 

juga harus disepakati bersama karena merupakan hak pelanggan. 
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B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

terhadap  Jasa Laundry Sepatu “Janji Bersih” 

1. Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Laundry Sepatu “Janji Bersih 

Praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih” merupakan wujud dari 

penerapan salah satu jenis akad ijarah, yaitu ijarah bil ʾamal. Ijarah bil 

ʾamal merupakan akad ijarah yang objek akadnya berupa manfaat atas 

jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang 

disebut dengan ajir. Laundry sepatu “janji bersih” merupakan penyedia 

layanan perawatan dan pencucian sepatu yang dibutuhkan oleh banyak 

orang, sehingga jasa Laundry sepatu “janji bersih” dikategorikan sebagai 

ijarah bil ʾamal yang bersifat serikat dan pelaku usaha Laundry disebut 

sebagai ajir  mushtarak karena pelaku usaha Laundry memberikan 

pelayanan kepada banyak pelanggan bukan dikhususkan untuk seorang 

pelanggan saja.1 

Sebagai bentuk dari ijarah bil ʾamal, praktik jasa Laundry sepatu 

“janji bersih” harus disesuaikan dengan ketentuan dari akad ijarah. Syarat 

dan rukun akad ijarah merupakan salah satu ketentuan yang harus 

dipenuhi oleh jasa Laundry sepatu “janji bersih” agar praktik layanan jasa 

Laundry sepatu yang dijalankan dapat dianggap sah dan sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam. Berikut merupakan rukun akad ijarah yang harus 

dipenuhi dalam praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih”: 

 
1 Jaih dan Hasanudin Mubarok, Fikih Muamalah Maliyah…, 75. 
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a. ‘Aqid  (para pihak yang melaksanakan akad ijarah) 

Pihak yang melakukan akad menjadi unsur penting dalam 

akad ijarah, karena jika tidak ada pihak yang berakad maka akad 

ijarah tidak dapat terlaksana. Jasa Laundry sepatu “janji bersih” 

merupakan bentuk dari penerapan akad ijarah bil ʾamal, maka 

pihak-pihak yang melakukan akad disebut ajir dan musta’jir. 

Laundry sepatu “Janji Bersih bertindak sebagai ajir yaitu pihak 

yang menyediakan jasa, sedangkan pelanggan atau konsumen 

bertindak sebagai musta’jir yaitu pihak yang menggunakan jasa 

dari Laundry sepatu ”janji bersih”.  Sebagai penyedia jasa 

pencucian sepatu yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, 

Laundry sepatu “janji bersih” tergolong sebagai ajir mushtarak.  

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad ijarah merupakan 

orang yang mampu melakukan akad, maksudnya kedua pihak 

merupakan orang yang berakal sehat, dan mampu membedakan 

mana yang baik dan buruk. Kelompok Mazhab Syafi’I dan 

Hambali menambahkan syarat yaitu mencapai usia balig.2 Baik 

pelanggan maupun pihak jasa Laundry sepatu “janji bersih” sudah 

memenuhi syarat-syarat tersebut, kedua pihak merupakan orang 

yang sudah balig, berakal sehat, cakap hukum untuk melakukan 

suatu kegiatan usaha dan juga dapat mengatur harta.  

 

 
2 Yazid, Fiqh Muamalah; Ekonomi Islam…, 193. 
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b. Sighat akad 

Sighat akad terdiri dari ijab dan kabul. Ijab dan kabul dapat 

dilakukan dengan perkataan maupun perbuatan. Pada ijab dan 

kabul yang dilakukan dengan perkataan, jumhur ulama sepakat 

memperbolehkan karena cara tersebut merupakan yang biasa 

digunakan oleh umat Islam, selain itu ijab dan kabul dengan 

perkataan juga bermakna sempurnanya akad ijarah yang dilakukan. 

Sedangkan pada ijab dan kabul dengan perbuatan ulama berbeda 

pendapat, ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat akad yang 

ijab dan kabulnya dengan perbuatan diperbolehkan terhadap 

barang yang umum di masyarakat. Imam Malik dan Imam Ahmad 

berpendapat ijab dan kabul dengan perbuatan boleh dengan syarat 

kerelaan dua pihak jelas atas barang yang umum ataupun tidak. 

Sedangkan Imam Syafi’I, Syi’ah dan Zhahiriyah berpendapat 

bahwa akad  yang dilakukan dengan perbuatan tidak sah, karena 

perbuatan tidak kuat untuk menunjukkan terjadinya akad dan 

kerelaan dari dua pihak tidak jelas, karena hanya lafaz yang dapat 

mengindikasikan terjadinya akad ijarah.3  

 Ijab dan kabul pada praktik jasa Laundry “janji bersih” 

terjadi saat memilih salah satu layanan jasa Laundry dan kemudian  

pihak Laundry menyanggupi dan kemudian sepatu diserahkan oleh 

 
3 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu 4, Cet. Ke-1, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani et al., 

(Jakarta: Gema Insani, 2011). 
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pelanggan kepada pihak Laundry. Ijab dan kabul yang terjadi 

antara pelanggan dan pihak Laundry dilakukan dengan perkataan 

dan perbuatan..  

c. Ujrah 

Ujrah merupakan imbalan yang didapatkan ajir atas 

pekerjaan/jasa yang telah dilakukannya. Jumhur ulama sepakat 

bahwa upah merupakan harta yang bernilai dan dapat diketahui 

wujudnya, seperti sabda Rasulullah; 

 مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْاً فَ لْيُ عْلِمْهُ أَجْرَهُ 
“Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah 

upahnya” (HR. ‘Abd al-Razaq).4 

 

Syarat berikutnya bahwa upah tidak boleh dari hasil 

pekerjaan ajir atau tidak boleh sama dengan manfaat. Ulama 

Syafi’I berpendapat jika upah sama dengan manfaat ataupun dari 

hasil pekerjaan ajir, berarti syarat mengenai kemampuan 

membayar upah kepada ajir tidak terpenuhi. Ulama Hanafiah juga 

berpendapat memberikan upah yang serupa dengan manfaat akan 

merusak keabsahan akad.5 

Pada praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih” pelanggan 

mengetahui jumlah ujrah yang harus dibayarkan melalui 

penjelasan pihak Laundry yang termuat dalam daftar layanan 

Laundry “janji bersih”. Ujrah yang diberikan pelanggan berupa 

 
4 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu…, 400. 
5  Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah…, 27. 
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uang sejumlah harga layanan yang dipilih oleh pelanggan, artinya 

ujrah yang dibayarkan tidak sama dengan manfaat. Waktu 

pembayaran ujrah ditentukan oleh pihak Laundry yaitu pada saat 

akad dan dibayarkan secara tunai. 

d. Manfaat  

Manfaat adalah objek dari akad ijarah. Pada akad ijarah atas 

jasa, yang menjadi objek adalah manfaat dari jasa/pekerjaan yang 

dilakukan oleh ajir. Sebagai objek dari akad ijarah atas jasa, 

manfaat dari pekerjaan/jasa yang dilakukan ajir mempunyai 

ketentuan yaitu suatu diketahui dengan jelas dan diperbolehkan 

menurut syariat.6 Manfaat disini berupa pekerjaan yang dilakukan 

pihak Laundry berupa pencucian atau perawatan terhadap sepatu 

pelanggan sesuai dengan layanan yang dipilih. Manfaat tersebut 

tentu sesuai dengan ketentuan akad ijarah, karena jenis pekerjaan 

ajir diketahui dengan jelas yaitu mencuci dan merawat sepatu 

pelanggan dan pekerjaan tersebut diperbolehkan oleh syariat 

Selain rukun akad ijarah, sah atau tidak suatu akad ijarah juga 

ditentukan berdasarkan syarat-syarat sah nya suatu akad ijarah. Berikut 

syarat sah akad ijarah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad 

ijarah:7 

a. Kerelaan dari dua pihak yang terlibat dalam akad; 

 
6 Ibid., 49. 
7 Ibid., 261-262. 
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b. Objek akad merupakan sesuatu yang bernilai dan manfaatnya dapat 

digunakan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan akad ijarah; 

c. Manfaat sebagai objek akad hendaknya diketahui jenis dan sifatnya 

untuk menghindari sengketa; 

d. Objek akad hendaknya suatu yang dapat diserahkan baik secara fisik 

bersamaan dengan bendanya (nyata) ataupun secara syara; 

e. Manfaat baik dari yang didapat dari barang ataupun jasa seseorang 

merupakan sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan akad 

ijarah. 

Berdasarkan wawancara terhadap pihak Laundry dan pelanggan 

Laundry serta syarat sah akad ijarah yang telah disebutkan, penulis 

menyimpulkan bahwa praktik ijarah atas jasa yang terjadi di Laundry 

sepatu “janji bersih”; 

a. Unsur kerelaan sudah tercapai diawal praktik jasa Laundry sepatu 

“janji bersih”, tidak ada pemaksaan dari pihak manapun, akad ijarah 

terjadi karena pelanggan membutuhkan layanan yang disediakan 

oleh jasa Laundry sepatu “janji bersih” artinya dua pihak ini 

melakukan akad karena saling membutuhkan dan hal tersebut 

menunjukan bahwa kedua pihak sudah saling ridha satu sama lain 

untuk melakukan akad ijarah. Akan tetapi kelalaian yang dilakukan 

pihak Laundry dapat menjadikan unsur kerelaan dari pihak 

pelanggan hilang, saling rela merupakan salah satu dasar sahnya 

suatu akad, jika unsur ini hilang dapat menyebabkan akad ijarah 
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menjadi cacat (fasid). Mengenai kerelaan dalam melakukan akad 

Allah berfirman: 

QS. An-Nisa’ (4): 29 

يَ مهَا نَكُمْ بِلْبَاطِلِ اِلََّْٓ انَْ تَكُوْنَ تَِِارةًَ   يْٰٰٓ الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لََ تََْكُلُوْْٓا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
َ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا  نْكُمْ   وَلََ تَ قْتُ لُوْْٓا انَْ فُسَكُمْ   اِنَّ اللّٰٰ  عَنْ تَ راَض  مِٰ

     “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu.” 

 

b. Laundry sepatu merupakan wujud dari akad ijarah atas jasa sehingga 

objek nya adalah manfaat dari jasa/pekerjaan yang dilakukan ajir. 

Manfaat dari jasa Laundry sepatu adalah hasil yang dapat dirasakan 

kegunaannya oleh pelanggan dari layanan pencucian dan perawatan 

sepatu yang ditawarkan pihak Laundry, hal ini tentu memenuhi 

syarat sah akad ijarah, yaitu manfaat merupakan suatu yang dapat 

digunakan. Manfaat atas jasa Laundry sepatu juga merupakan suatu 

yang bernilai, karena ada harga yang harus dibayar untuk layanan 

pencucian sepatu. 

c. Pada praktiknya pihak jasa Laundry sepatu “janji bersih” saat 

pelanggan datang atau menghubungi pihak Laundry untuk 

melakukan pencucian atau perawatan sepatu, pihak Laundry terlebih 

dahulu menjelaskan jenis layanan yang terdapat pada Laundry 

sepatu “janji bersih” beserta harganya dan waktu pengerjaan setiap 
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layanan. pihak Laundry juga membantu pelanggan dengan 

menyarankan layanan sepatu yang sesuai dengan kondisi sepatu 

milik pelanggan. Memberi penjelasan yang detail kepada pelanggan 

tentang jenis layanan bertujuan agar menghindari perselisihan, agar 

perselisihan tersebut dapat dihindari hingga akad berakhir atau saat 

sepatu selesai dikerjakan, pihak Laundry seharusnya juga 

menjelaskan kompensasi yang didapat pelanggan jika layanan yang 

diberikan pihak Laundry sepatu tidak sesuai, hal ini bertujuan untuk 

menghindari perselisihan serta menghindari unsur ketidakjelasan 

dalam akad yang dapat membuat akad menjadi tidak sah. Menurut 

wawancara dengan pelanggan hal tersebut belum dilakukan oleh 

pihak Laundry, karena di awal pihak Laundry tidak menjelaskan 

tentang kompensasi jika layanan tidak sesuai dengan yang dijelaskan 

diawal. Tidak ada kejelasan mengenai ganti rugi membuat akad 

ijarah menjadi tidak sah, karena dalam ijarah atas jasa harus 

dijelaskan secara terperinci mengenai pekerjaan yang dilakukan, 

menurut penulis pemberian ganti rugi juga harus dijelaskan karena 

bagian dari tanggung jawab pihak Laundry terhadap hak pelanggan.   

d. Manfaat dari jasa/pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Laundry 

sepatu “janji bersih” merupakan objek akad, meskipun objek akad 

tidak berwujud dan tidak dapat diserahkan secara nyata, akan tetapi 

objek akad dapat dirasakan kegunaannya dan hasilnya dapat dilihat 

oleh pelanggan, artinya objek akad dapat diserahterimakan, yaitu 
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berupa perawatan dan pencucian sepatu pelanggan yang manfaatnya 

dirasakan oleh pelanggan saat sepatu mereka telah selesai dikerjakan 

oleh pihak Laundry. Berdasarkan syarat sah bahwa objek akad 

merupakan sesuatu yang dapat diserahkan, maka praktik jasa 

Laundry sepatu “janji bersih” sudah sesuai dengan ketentuan pada 

syarat sah ijarah. 

e. Syarat sah akad ijarah selanjutnya adalah objek akad merupakan 

sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, maka manfaat atas jasa 

Laundry sepatu merupakan manfaat yang diperbolehkan dalam 

syariat karena pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Laundry bukan 

merupakan perbuatan maksiat. 

Ujrah/upah pada akad ijarah dapat dibayarkan dengan 3 (tiga) 

cara, yaitu tunai (saat akad berlangsung), tanggung (saat akad telah 

berakhir), dan diangsur. Menurut pembagian jenis ijarah berdasarkan 

ulama Syafi’i, akad ijarah atas jasa disebut dengan ijarah dzimmah. Pada 

ijarah dzimmah, pembayaran upah dilakukan secara tunai pada saat akad 

ijarah dilakukan. Pada ijarah atas jasa terdapat dua kondisi yang 

menyebabkan ujrah wajib dibayar, ujrah pekerja khusus/ajir khash ujrah 

diberikan atas akad ijarah yang telah terjadi. Ujrah pekerja umum/ajir 

mushtarak diberikan atas terjadinya akad ijarah dan pekerjaan yang 

dilakukan oleh ajir mushtarak.8 

 
8 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah…, 81. 
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Ulama Syafi’I dan Hanafiyah berpendapat pekerja umum/ajir 

mushtarak mempunyai tanggung jawab terhadap barang milik pelanggan 

yang berada dalam penguasaannya, jika barang tersebut mengalami 

kerusakan saat sedang digarap oleh pekerja umum/ajir mushtarak dan 

barang tersebut belum diserahkan kepada pemiliknya, maka ajir 

mushtarak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan tidak berhak 

untuk mendapatkan upah, karena upah yang diterima oleh ajir mushtarak 

bergantung pada kesempurnaan pekerjaan/jasa yang dilakukan ajir, jika 

barang rusak, manfaat atas pekerjaan/jasa tidak bisa diserahkan kepada 

pemilik barang serta hasil dari pekerjaan ajir mushtarak juga tidak bisa 

dirasakan, atas sebab tersebut upah menjadi gugur.9 Ketentuan tersebut 

jika dikaitkan dengan praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih”, maka 

sepatu yang sedang dalam proses pengerjaan, merupakan tanggung 

jawab pihak Laundry untuk menjaga agar terhindar dari kerusakan, 

namun ketika sepatu mengalami kerusakan akibat kelalaian yang 

dilakukan pihak Laundry atau hasil dari perawatan sepatu kurang atau 

tidak sesuai dengan layanan yang dipilih pelanggan, maka pelanggan 

berhak mendapatkan ganti rugi. 

Praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih” ditinjau dari rukun 

akad ijarah sudah memenuhi ketentuan akad ijarah seperti keberadaan 

pelaku akad, terjadinya ijab dan kabul, jenis manfaat yang menjadi objek 

akad yaitu jasa Laundry sepatu, serta berkaitan dengan ujrah/upah secara 

 
9 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu 5…, 426. 
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garis besar sudah memenuhi ketentuan dalam akad ijarah. Namun pada 

kesepakatan saat melakukan ijab dan kabul dan tanggung jawab atas upah 

yang telah diberikan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, agar 

akad ijarah tidak menjadi fasid (cacat). Pada kesepakatan yang dibuat 

oleh pihak Laundry dan pelanggan saat melakukan ijab dan kabul, perlu 

ditambahkan kesepakatan mengenai kompensasi ketika sepatu pelanggan 

mengalami kerusakan di tangan pihak Laundry dan jika pihak Laundry 

tidak mengerjakan perawatan sepatu sesuai dengan layanan yang telah 

dipilih oleh pelanggan, hal tersebut diperlukan karena terdapat pelanggan 

yang mengalami kerugian, akan tetapi pelanggan tersebut tidak berani 

meminta ganti rugi karena diawal tidak ada kesepakatan tentang ganti 

rugi. Kesepakatan ganti rugi berkaitan dengan syarat sah akad ijarah atas 

jasa bahwa jenis pekerjaan harus dijabarkan dengan jelas, dan ganti rugi 

merupakan ketentuan yang seharusnya sudah diatur pada ijarah atas jasa 

yang dikerjakan oleh ajir mushtarak, karena ajir bertanggung jawab atas 

kondisi barang dan ketepatan dalam mengerjakan layanan. Sehingga jika 

tidak ada kejelasan mengenai ganti rugi membuat akad ijarah menjadi 

tidak sah. 

Upah yang dibayarkan oleh pelanggan saat menyerahkan 

sepatunya kepada pihak Laundry, menimbulkan tanggung jawab kepada 

pihak Laundry yaitu menjaga barang agar terhindar dari kerusakan serta 

melakukan pelayanan dengan tepat serta menghindari kelalaian. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pelanggan, permasalahan 
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tersebut timbul karena unsur kelalaian pihak Laundry, artinya pihak 

Laundry belum sepenuhnya bertanggung jawab atas upah yang telah 

dibayarkan. Kelalaian pihak Laundry dalam menjaga kondisi sepatu 

pelanggan serta saat melakukan pekerjaan, dapat mengurangi 

kesempurnaan akad ijarah, karena pihak Laundry tidak dapat menjaga 

amanah yang diberikan oleh pelanggan, kondisi ini dapat membuat 

pelanggan kecewa dan dapat menghilangkan unsur saling rela, jika unsur 

saling rela sudah tidak ada, maka akan menyebabkan akad menjadi cacat.  

Agar akad ijarah yang terjadi di Laundry sepatu “janji bersih” berjalan 

sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak menjadi cacat atau batal, maka 

kejelasan terhadap pemberian ganti rugi kepada pelanggan perlu 

ditetapkan serta tanggung jawab terhadap upah dan sepatu pelanggan 

perlu diperhatikan dengan cara lebih berhati-hati saat melakukan 

perawatan terhadap sepatu pelanggan. 

2. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Praktik Jasa 

Laundry Sepatu “Janji Bersih” 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 merupakan dasar hukum 

perlindungan konsumen di Indonesia. Pengaturan hukum perlindungan 

konsumen bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang baik, 

melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha, serta memastikan 

hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dapat terlaksana sesuai 

ketentuan perlindungan konsumen. Laundry sepatu "janji bersih" 

merupakan jenis usaha di bidang jasa yang dalam praktiknya 
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memerlukan Undang-undang perlindungan konsumen sebagai landasan 

agar praktik usaha jasa tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang 

sehat. Kesepakatan yang dibuat antara pelanggan dan pihak Laundry saat 

diawal menggunakan layanan perawatan sepatu menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi kedua pihak. Hak dan kewajiban merupakan dua hal 

saling berkaitan. Dalam kegiatan usaha seorang konsumen selain 

memperoleh hak nya sebagai konsumen juga harus menjalankan 

kewajibannya sebagai pelanggan. Begitu juga dengan pelaku usaha, 

ketika hak nya telah diperoleh, maka pelaku usaha juga wajib melakukan 

kewajibannya terhadap konsumen. 

Hak-hak konsumen diatur pada pasal 4 UUPK. Berkaitan dengan 

praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih”, menurut penulis dari 9 

(sembilan) hak yang disebutkan pada pasal 4 UUPK, terdapat 4 (empat) 

konsumen yang harus dipenuhi pada praktik jasa Laundry sepatu “janji 

bersih”: 

a. Hak untuk memilih: konsumen mempunyai kebebasan dalam 

memilih layanan jasa Laundry yang disediakan pihak Laundry, 

pihak Laundry boleh merekomendasikan, tetapi tidak boleh 

memaksa pelanggan untuk menggunakan salah satu jasa Laundry.  

b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas: konsumen 

mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas 

tentang layanan di Laundry “sepatu janji” bersih secara detail 

mengenai fasilitas dari layanan tersebut, waktu pengerjaan hingga 
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harga layanan tersebut, termasuk jika pihak Laundry menemui 

kendala saat mengerjakan sepatu pelanggan, pihak Laundry juga 

harus menginfokan kepada pelanggan, tujuan dari hak ini adalah 

untuk menghindari terjadinya kerugian dan kekecewaan bagi 

pelanggan.  

c. Hak untuk mendapatkan ganti rugi: konsumen berhak atas ganti rugi 

ketika barang (sepatu) mengalami kerusakan saat dikerjakan oleh 

pihak Laundry ataupun jika hasil pekerjaan pihak Laundry tidak 

sesuai dengan layanan yang dipilih, terlebih konsumen telah 

membayar upah dari layanan tersebut di awal. Ganti rugi merupakan 

tanggung jawab pihak Laundry atas kelalaiannya saat mengerjakan 

sepatu pelanggan, bentuk ganti rugi yang diberikan pihak Laundry 

bisa berbentuk uang ataupun jasa 

d. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik: Pelanggan berhak 

mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak Laundry, pelayanan 

yang baik tidak hanya sikap yang ramah dan sopan, melainkan 

berusaha untuk menjaga kondisi sepatu pelanggan agar terhindar 

dari kerusakan, berhati-hati dalam mengerjakan sepatu pelanggan, 

memastikan bahwa layanan yang dikerjakan sesuai dengan yang 

dipilih pelanggan, serta berlaku jujur kepada pelanggan merupakan 

bagian dari memberikan pelayanan yang baik. 

Sebagai pelanggan, konsumen mempunyai kewajiban yang harus 

dilakukan saat melakukan kegiatan usaha. Mengenai kewajiban 
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konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, jika dikaitkan dengan praktik jasa 

Laundry sepatu “janji bersih” maka terdapat 3 (dua) kewajiban yang 

harus dilakukan pelanggan, yaitu beritikad baik saat melakukan transaksi 

dengan pihak Laundry, membayar biaya layanan jasa serta memahami 

layanan yang dipilihnya, jika pelanggan tidak melakukan hal tersebut, 

maka pihak jasa Laundry dapat menahan hak-hak yang seharusnya 

diberikan kepada pelanggan. 

Agar tercipta kegiatan usaha yang sehat, saling menguntungkan 

dan pihak-pihak terhindar dari kerugian, pihak Laundry sepatu juga 

dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban 

pelaku usaha diatur pada Pasal 6 dan 7 UUPK. Pada praktik jasa Laundry, 

pihak Laundry mempunyai hak yaitu menerima pembayaran atas   

layanan jasa yang telah dikerjakan. Sedangkan kewajibannya adalah 

beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi yang 

benar terkait jenis-jenis layanan jasa Laundry sepatu, memberikan 

pelayanan yang baik terhadap pelanggan seperti bersikap ramah, sopan 

serta jujur, mengerjakan sepatu pelanggan dengan hati-hati dan 

menghindari terjadinya kelalaian, memberikan ganti rugi kepada 

pelanggan jika sepatu mengalami kerusakan akibat kelalaian pihak 

Laundry maupun jika layanan yang dikerjakan tidak sesuai dengan 

kesepakatan.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Laundry 

dan pelanggan, pihak pelanggan telah melakukan kewajibannya yaitu 
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beritikad baik selama melakukan kegiatan usaha, membayar biaya 

layanan yang dipilih sesuai dengan harga yang telah ditentukan pihak 

Laundry, dan memahami layanan yang dipilih untuk sepatunya. 

Pelanggan telah memenuhi kewajibannya sehingga hak-hak pihak 

Laundry sebagai pelaku usaha juga terpenuhi yaitu mendapatkan 

pembayaran atas jasa yang telah dikerjakannya. Pihak Laundry telah 

terpenuhi haknya, artinya pelanggan juga harus memperoleh haknya. 

Hak pelanggan merupakan kewajiban pihak Laundry. Pada kegiatan jasa 

Laundry sepatu “janji bersih”, hak pelanggan untuk memilih telah 

terpenuhi, pihak jasa Laundry sepatu menawarkan beberapa pilihan 

layanan perawatan sepatu, pihak Laundry juga membantu pelanggan 

dalam merekomendasikan layanan mana yang sesuai tanpa adanya 

paksaan terhadap pelanggan untuk memilih layanan tersebut, dengan 

begitu pihak Laundry telah melaksanakan kewajibannya yaitu beritikad 

baik saat melakukan kegiatan usaha, memberikan pelayanan yang baik 

terhadap pelanggannya. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar 

serta diperlakukan dengan baik juga telah dipenuhi oleh pihak Laundry. 

Pelanggan mengatakan bahwa pihak Laundry menjelaskan tentang 

layanan-layanan yang tersedia mulai dari kegunaan layanan, fasilitas 

yang didapat dari layanan, bagian-bagian sepatu yang mendapat 

perawatan, harga layanan hingga waktu pengerjaan. Pihak Laundry juga 

membantu pelanggan untuk memilih layanan yang sesuai dengan kondisi 

sepatu pelanggan saat dibawa ke Laundry. 
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Selanjutnya mengenai hak untuk mendapatkan pelayanan dengan 

baik. Hak pelanggan ini belum terlaksana dengan baik, karena pelayanan 

memberikan pelayanan yang baik tidak hanya dengan bersikap baik, 

ramah dan sopan, tetapi juga ditunjukkan dengan menjaga kondisi sepatu 

pelanggan agar tidak rusak dengan cara berhati-hati saat mengerjakan 

dan teliti saat mengerjakan layanan. Kelalain yang dilakukan pihak 

Laundry  terhadap sepatu pelanggan dan terhadap layanan yang 

pengerjaan kurang atau tidak sesuai menunjukkan bahwa hak pelanggan 

untuk medapatkan pelayanan yang baik belum terpenuhi. Memberitahu 

pelanggan tentang keadaan Laundry yang saat itu sedang overload 

(keadaan saat banyak yang memakai jasa Laundry sepatu) juga termasuk 

hak pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Permasalahan 

yang dialami pelanggan yang menggunakan layanan one day service 

merupakan salah satu wujud bahwa hak ini belum dilakukan dengan baik, 

pihak Laundry seharusnya memberitahu bahwa keadaan Laundry yang 

sedang overload agar pelanggan bisa mencari alternatif lain dan 

seharusnya atas kejadian tersebut pihak Laundry juga memberikan 

kompensasi atas kerugian yang dialami pelanggan. 

Berikutnya berkaitan dengan hak pelanggan untuk mendapatkan 

ganti rugi dan pelayanan yang baik serta kewajiban pihak Laundry untuk 

menjaga sepatu pelanggan dari kerusakan dan melakukan perawatan 

sepatu sesuai layanan dan dengan hati-hati. Pada permasalahan 

pelanggan yang sepatunya luntur dan kulit nya mengelupas pihak 
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Laundry sudah menunjukkan tanggung jawabnya yaitu memberikan 

ganti rugi. Pelanggan yang sepatunya luntur, pihak Laundry memberikan 

ganti rugi berupa layanan repaint canvas yaitu pewarnaan ulang sepatu, 

meskipun menurut pelanggan warna sepatunya tetap tidak kembali 

seperti sebelum di Laundry. Sedangkan pada pelanggan yang sepatunya 

mengelupas akibat kelalaian pihak Laundry dalam melakukan pencucian, 

pihak Laundry hanya bisa memberikan ganti rugi sebesar 4x harga 

layanan yg digunakan, pihak Laundry memang sudah berusaha untuk 

memberikan ganti rugi akan tetapi pelanggan tetap dirugikan karena 

nominal ganti rugi tidak sebanding dengan biaya yang pelanggan 

butuhkan untuk memperbaiki sepatunya. Ganti rugi yang diberikan oleh 

pihak Laundry kepada 2 (dua) pelanggan tersebut memang sudah sesuai 

dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 UUPK,  yaitu memberikan ganti rugi 

berupa uang dan jasa yang sejenis atau sesuai dengan kerugian yang 

dialami. Meskipun pihak Laundry sudah memberikan ganti rugi, tetapi 

pihak Laundry belum menjalankan kewajibannya yaitu menjaga sepatu 

pelanggan dan melakukan perawatan/pencucian dengan hati-hati dan 

teliti. 

Berkaitan dengan pemberian ganti rugi, terdapat pelanggan yang 

tidak berani mengajukan ganti rugi karena di kesepakatan awal tidak 

disebutkan perihal kompensasi jika layanan kurang sesuai dan perihal 

pemberian ganti rugi juga tidak tercantum pada syarat dan ketentuan 

yang terdapat pada Laundry. Pelanggan tersebut mengalami kendala 
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yaitu sepatu yang dicuci saat selesai masih terdapat noda, karena diawal 

tidak dibicarakan mengenai kompensasi jika sepatu masih kotor setelah 

dicuci maka dari itu pelanggan tidak berani untuk meminta ganti rugi, 

padahal menurut wawancara dengan pihak Laundry, jika sepatu masih 

kotor pihak Laundry bersedia untuk mencuci kembali sepatu pelanggan, 

hanya saja hal tersebut tidak tercantum dalam syarat dan ketentuan 

Laundry. Menurut penulis perihal pemberian ganti rugi, pihak Laundry 

seharusnya mencantumkan perihal ganti rugi di syarat dan ketentuan 

yang dimiliki Laundry, karena ganti rugi merupakan kewajiban pihak 

Laundry, sehingga syarat dan ketentuan pihak Laundry tidak hanya berisi 

kewajiban pelanggan, tapi juga memuat kewajiban pihak Laundry.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih” menawarkan berbagai macam 

layanan pencucian dan perawatan sepatu. Pencucian dan perawatan 

sepatu dilakukan secara manual dan menggunakan detergen khusus 

sepatu, hal tersebut bertujuan untuk menjaga kondisi sepatu pelanggan. 

Namun, pada praktiknya pihak Laundry sepatu “janji bersih” terkadang 

kurang hati-hati saat mengerjakan sepatu milik pelanggan, beberapa kali 

pihak Laundry lalai dalam menjalankan tugasnya. Kelalaian pihak 

Laundry tersebut yang membuat pelanggan dirugikan.  Perihal ganti rugi 

juga tidak dibicarakan saat awal dan tidak terdapat pada syarat ketentuan 

milik pihak Laundry. Padahal ganti rugi merupakan hak pelanggan saat 

layanan tidak dikerjakan dengan baik ataupun barang pelanggan 

mengalami kerusakan saat berada ditangan pihak Laundry. 

2. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, praktik jasa Laundry sepatu “janji 

bersih” belum memenuhi ketentuan akad ijarah. Rukun akad ijarah sudah 

terpenuhi seperti keberadaan pihak yang berakad, adanya ijab dan kabul, 

adanya manfaat serta upah. Namun pada praktiknya jasa Laundry sebagai 

ajir mushtarak tidak dapat menjaga tanggung jawabnya yaitu menjaga 

sepatu dan mengerjakan layanan dengan tepat, sehingga membuat 

pelanggan kecewa dan menghilangkan unsur kerelaan dari pihak 

pelanggan, serta tidak ada kejelasan mengenai pemberian ganti rugi 
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kepada pelanggan membuat praktik jasa Laundry sepatu “janji bersih” 

tidak memenuhi syarat sah akad ijarah, dan akad ijarah menjadi tidak sah. 

Praktik jasa Laundry “janji bersih” belum s esuai dengan ketentuan Pasal 

4 Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang 

hak-hak konsumen, praktik  jasa Laundry “janji bersih” belum memenuhi 

ketentuan Pasal 4 ayat (7) dan (8) UUPK yaitu mengenai hak untuk 

mendapatkan pelayanan yang baik dan hak untuk mendapatkan ganti 

rugi. Kelalaian yang dilakukan pihak Laundry terhadap sepatu pelanggan 

dan layanan serta tidak dicantumkannya kesepakatan ganti rugi membuat 

pelanggan tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan atas 

kewajiban yang dilakukan yaitu membayar biasa layanan yang dipilih. 

B. Saran 

1. Bagi pihak jasa Laundry sepatu “janji bersih” diharapkan kedepannya 

untuk lebih memperhatikan hak-hak konsumen yang diatur pada Pasal 4 

UUPK, yang juga menjadi kewajibannya untuk melaksanakan hak-hak 

konsumen. Perihal pemberian ganti rugi sudah seharusnya pihak Laundry 

membuat kesepakatan sejak awal dengan pelanggan ataupun 

menambahkannya pada syarat dan ketentuan Laundry. Selain itu pihak 

Laundry juga perlu meningkatkan kehati-hatiannya saat mengerjakan 

sepatu pelanggan serta lebih teliti dalam mengerjakan suatu layanan agar 

layanan yang dikerjakan hasilnya sesuai dengan ketentuan layanan, 

karena menjaga sepatu pelanggan, mengerjakan dengan baik dan benar, 
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serta memberikan ganti rugi bila terjadi kerusakan merupakan tanggung 

jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan pihak Laundry. 

2. Bagi pelanggan jasa Laundry sepatu diharapkan untuk lebih memahami 

hak-hak nya sebagai pelanggan, agar saat pihak Laundry melakukan 

kelalaian dan menyebabkan kerugian, pelanggan tidak langsung 

menerima hal tersebut, melainkan pelanggan diharapkan untuk tidak ragu 

untuk meminta ganti rugi. Saat awal memilih layanan dan membayar, 

pihak pelanggan juga seharusnya berinisiatif untuk menanyakan tentang 

pemberian ganti rugi kepada pihak Laundry dan membuat kesepakatan 

tentang ganti rugi, karena mendapatkan ganti rugi yang sesuai merupakan 

hak pelanggan atas upah yang telah dibayarkan. 
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